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Nur Intan Fitriani. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 
merupakan pembaharuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 diterbitkan pada tanggal 22 Juni 2018 
dan berlaku efektif per Juli 2018. Dengan diterbikannya Peraturan Pemerintah 
Nomor 23 Tahun 2018 ini memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak 
UMKM dan kemudahan serta penyederhanaan pajak dengan penetapan tarif 0,5% 
dari omzet atau penjualan bruto yang tidak lebih dari 4,8 M dalam satu tahun pajak. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan 
penerimaan pajak ketika menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 
2013 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Untuk mengetahui 
pertumbuhan wajib pajak UMKM yang mendaftar dan perkembangan rata-rata  
penerimaan pajak di KPP Pratama Tegal ketika menggunakan Peraturan 
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 
2018. 
Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif kualitatif. 
Hasil penelitian ini adalah tidak terjadi perbedaan rata-rata penerimaan pajak yang 
signifikan ketika menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2018. Rata-rata pertumbuhan wajib pajak 
mengalami peningkatan sebesar 21,66%. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 
23 Tahun 2018 memperoleh rata-rata penerimaan pajak yang lebih tinggi 
dibandingkan saat menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. 
KPP Pratama Tegal harus bekerja sama dengan instansi terkait untuk menggali 
potensi penerimaan pajak dari sektor UMKM, meningkatkan kinerja agar 
penerimaan pajak terus meningkat dan melakukan evaluasi terhadap implementasi 
Peraturan Pemrintah Nomor 23 Tahun 2018. 
 
Kata Kunci : Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah 














Nur Intan Fitriani. Government Regulation Number 23 Year 2018 is a 
renewal of Government Regulation Number 46 Year 2013. Government Regulation 
Number 23 Year 2018 is issued on June 22, 2018 and is effective as of July 2018. 
With the issuance of Government Regulation Number 23 Year 2018 it provides legal 
certainty to UMKM taxpayers and ease and simplification of taxes with a 0.5% rate 
of turnover or gross sales of no more than 4.8 billion in one tax year. 
This study aims to determine whether there is a difference in tax revenue 
when using Government Regulation Number 46 Year 2013 with Government 
Regulation Number 23 Year 2018. To determine the growth of UMKM taxpayers 
who register and the development of average tax receipts in Tegal Primary Tax 
Office when using Government Regulation Number 46 Year 2013 with Government 
Regulation Number 23 Year 2018. 
This research uses qualitative quantitative descriptive analysis method. The 
results of this study are that there is no significant difference in the average tax 
revenue when using Government Regulation Number 46 Year 2013 with 
Government Regulation Number 23 Year 2018. The average growth of taxpayers 
has increased by 21.66%. The application of Government Regulation Number 23 
Year 2018 has a higher average tax revenue compared to when using Government 
Regulation Number 46 Year 2013. The Pratama Tegal Tax Service Office must work 
with relevant agencies to explore the potential for tax revenue from the UMKM 
sector, improve performance so that tax revenues continue to increase and evaluate 
the implementation of Government Regulation Number 23 Year 2018. 
Keywords  : Government Regulation Number 46 Year 2013, Government 
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A. Latar Belakang Masalah 
Negara Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang gencar 
untuk melakukan pembangunan. Pemerintah melakukan pembangunan 
khususnya di bidang infrastruktur untuk mensejahterakan rakyat. Dalam 
melakukan pembangunan pemerintah memerlukan banyak dana. Langkah yang 
diambil pemerintah dalam memenuhi dana yang dibutuhkan untuk melakukan 
pembangunan, agar tidak bergantung dengan dana dari luar yaitu dengan 
meningkatkan penerimaan negara. Penerimaan negara yang paling tinggi 
bersumber dari sektor pepajakan. Pajak adalah iuran yang harus dibayar oleh 
wajib pajak kepada negara yang bersifat memaksa dan diatur oleh undang-
undang yang berlaku untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan 
pembangunan (Ahira, 2012) dalam (Henny, 2016).  
Pajak merupakan jantung perekonomian di Indonesia karena 
memberikan kontribusi yang cukup besar (Tjiali, 2015). Sesuai dengan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) penerimaan pajak adalah 
pendapatan paling besar yang diterima negara. Berdasarkan kompas (Kompas 
2018) Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dalam kurun waktu 
tiga tahun terakhir penerimaan pajak mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 
penerimaan pajak tercapai 83,3%, tahun 2016 penerimaan pajak sekitar 83,5%, 






Hal ini menunjukkan bahwa besarnya kontribusi pajak terhadap 
Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) sangat tinggi. Tinginya 
kontribusi pajak terhadap Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) 
membuat pemerintah cukup bergantung pada pajak (Keziana,dkk 2016).  Pajak 
sebagai tulang punggung pendapatan negara diharapkan mampu menjalankan  
program-program pembangunan nasional (Dunggio, dkk 2017). Untuk itu 
pemerintah melakukan berbagai upaya agar penerimaan negara dari sektor 
pajak dapat maksimal. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk 
meningkatkan penerimaan pajak yaitu dengan melakukan pembaharuan pajak 
atau reformasi pajak (Tjiali, 2015). 
Reformasi pajak adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk 
meningkatkan penerimaan pajak. Dari tahun 1983 hingga saat ini Pemerintah 
masih melakukan reformasi pajak. Sekarang ini negara Indonesia sedang 
melakukan reformasi perpajakan jilid III yang sudah berlangsung sejak tahun 
2017 pasca tax amnesty sampai dengan tahun 2024 (Sumber: 
http://www.pajak.go.id). Reformasi pajak yang dilakukan pada tahun 1983 
yaitu dengan mengubah sistem pemungutan dari official assesment system 
menjadi self assesment system (Dunggio,dkk 2017). Perubahan menjadi self 
assesment system mengharapkan agar seluruh wajib pajak lebih taat, 
kesadarannya semakin tinggi, dan secara sukarela menghitung, membayar, dan 
melaporkan pajaknya sehingga akan meningkatkan penerimaan pajak. Akan 
tetapi kepatuhan wajib pajak yang rendah masih menjadi persoalan yang belum 





dilakukan pemerintah yaitu dengan menerapkan UU No. 28 Tahun 2007 
tentang Kepatuhan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan UU Pajak 
Penghasilan (PPh) No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Sesuai yang 
tercantum pada UU PPh No. 36 Tahun 2008 pemerintah menurunkan tarif 
pajak bagi wajib pajak badan dalam  menghitung jumlah pajak yang terutang.  
Seperti yang tertuang dalam UU PPh No. 36 Tahun 2008 pasal 31 E Ayat 
1 menyatakan bahwa wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto 
sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 mendapat fasilitas berupa pengurangan 
tarif sebesar 50% . Pada saat itu tarif PPh Badan yang berlaku yaitu sebesar 
25% sehingga wajib pajak badan dalam negeri yang memenuhi syarat yang 
dimaksud tarif efektifnya menjadi 12,5% (50% x 25%) atas penghasilan sampai 
dengan Rp 4.800.000.000,00 (Tatik, 2018). Peraturan ini mewajibkan wajib 
pajak untuk melakukan pembukuan. Bagi sektor UMKM kewajiban untuk 
melakukan pembukuan merupakan suatu kendala karena rendahnya 
pendidikan wajib pajak dan minimnya pengetahuan tentang teknologi 
informasi untuk menyusun laporan keuangan. 
Penurunan tarif pajak pada sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 
(UMKM) sudah dilakukan akan tetapi cara perhitungannya yang tergolong 
sulit sehingga hasilnya kurang efektif (Dunggio, dkk 2017). Pemerintah selalu 
melakukan terobosan baru untuk meningkatkan penerimaan pajak dari sektor 
UMKM karena UMKM merupakan usaha atau bisnis yang mendominasi di 
negara Indonesia dan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara dari 





UMKM yaitu sekitar 99,99%, yang terdiri dari usaha mikro 98,79%, usaha 
kecil sebesar 1,11%, dan usaha menengah sebesar 0,09%, sedangkan usaha 
besar hanya berkontribusi 0,01%. (Endrianto, 2015). Akan tetapi penerimaan 
pajak UMKM belum sebanding dengan jumlahnya, untuk itu pemerintah selalu 
memperbaiki peraturan perpajakan terkait dengan UMKM terutama masalah 
tarif pajak. Pada tanggal 12 Juni 2013 Pemerintah merilis Peraturan Pemerintah 
Nomor 46 Tahun 2013 dengan menurunkan tarif menjadi 1 % dan dasar 
pengenaan pajaknya berdasarkan peredaran bruto (omzet) yang tidak lebih dari 
Rp 4.800.000.000,00 dalam satu tahun pajak. Peraturan pajak ini memudahkan 
wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan karena dengan tarif 
tunggal yang mudah diingat 1% dan tidak mewajibkan wajib pajak untuk 
melakukan pembukuan (Tjiali, 2015). Selain itu Peraturan Pemerinah Nomor 
46 Tahun 2013 ini merupakan pajak yang bersitfat final sehingga wajib pajak 
tidak perlu lagi memperhitungkan di akhir tahun.  
Berdasarkan data dari Legal Era Indonesia (Sumber : 
https://legaleraindonesia.com) pada tanggal 7 Januari 2018 jumlah UMKM 
yang tercatat per Desember 2017 sebanyak 59.697.827 . Kontribusi UMKM 
terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional adalah Rp 7.005.950 Milyar 
atau sekitar 62,57%. Walaupun sudah menurunkan tarif dan memberikan 
kemudahan dalam pehitungan pajak dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 
Tahun 2013, ternyata belum mendorong penerimaan pajak naik secara 
signifikan. Penerimaan pajak dari sektor UMKM berdasarkan penerapan 





belum tercapai dengan baik (Dunggio, dkk 2017). Rata-rata pertumbuhan wajib 
pajak antara sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 
Tahun 2013 tergolong rendah yaitu 6,11% (Tjiali, 2015).  
Belum maksimalnya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 untuk 
meningkatkan penerimaan pajak dari sektor UMKM, Pemerintah terus 
berusaha menurunkan tarif pajak. Dimulai dari memberlakukan UU PPh No. 
36 Tahun 2008 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dengan 
tarif 1% dari peredaran bruto (omzet). Hingga pada tanggal 22 Juni 2018 di 
Jawa Timur, Pemerintah merilis kembali Peraturan Pemerintah Nomor 23 
Tahun 2018 dengan tarif 0,5% dari peredaran bruto (omzet) yang berlaku 
efektif per 1 Juli 2018. Peraturan baru ini hanya berlaku bagi wajib pajak yang 
memiliki peredaran bruto dibawah Rp4.800.000.000,00 dan bersifat opsional, 
artinya wajib pajak boleh memilih akan menggunakan Peraturan Pemerintah 
Nomor 23 Tahun 2018 dengan tarif 0,5% atau menggunakan skema normal 
yang mengacu pada pasal 17 UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan 
berdasarkan tarif progresif. Jika wajib pajak memilih menggunakan peraturan 
pajak pasal  17 UU No. 36 Tahun 2008 konsekuensinya harus melakukan 
pembukuan yang baik, perhitungan tarif pajaknya mengacu pada lapisan 
penghasilan kena pajak, dan akan terbebas dari PPh jika  mengalami kerugian 
(Direktorat Jenderal Pajak, 2017). 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 selain memiliki  tarif yang 
lebih rendah dan perhitungannya yang lebih sederhana yaitu 0,5% dari 





UMKM dan mendorong peran serta masyarakat dan pengetahuan perpajakan 
(Tatik, 2018). Penurunan tarif pajak menjadi 0,5% tentunya mengharapkan 
agar wajib pajak baik pribadi maupun badan lebih sadar dan patuh untuk 
membayar pajak.  
Fenomena yang diangkat dalam penelitian ini adalah banyaknya UMKM 
yang tidak membayar pajak karena tingkat ketaatan wajib pajak  UMKM yang 
masih rendah. Bebarapa alasan rendahnya tingkat ketaatan wajib pajak UMKM 
adalah pelaku usaha rumah tangga yang kurang memahami tentang peraturan 
pajak, pelaku UMKM umumnya orang pribadi swa-usaha yang cenderung 
tidak melaporkan penghasilannya dengan benar karena KPP tidak memiliki 
data lain untuk menguji penghasilan yang sebenarnya, dan proses pencatatan 
trasnsaksi yang tidak tersusun rapi sehingga KPP merasa kesulitan dalam 
mengawasi kepatuhan pada pelaku UMKM (Direktorat Jenderal Pajak, 2015) 
dalam (Sa’diya, dkk 2016).  
Penelitian tentang Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 
Tahun 2013 terhadap penerimaan pajak sudah banyak dilakukan dengan hasil 
yang bervariasi. Penelitian yang dilakukan Hakim, Fadli dan Grace (2015) 
memperoleh hasil bahwa terjadi penurunan pertumbuhan wajib pajak dan 
penerimaan pajak penghasilan masih dalam kategori kurang yang artinya 
penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 belum tercapai dengan 
baik.  Didukung oleh penelitian Dunggio, dkk (2017) yang menunjukkan hasil 
penerimaan pajak setelah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 





penelitian yang dilakukan oleh Keziana, dkk (2016) dan Aalin, dkk (2018) 
menunjukkan bahwa setelah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 
2013 mengalami peningkatan penerimaan pajak.  
Penelitian mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang 
dilakukan oleh Tatik (2018) memperoleh hasil bahwa setelah penerbitan 
peraturan baru ini akan menguatkan tingkat kepatuhan wajib pajak untuk 
membayar pajak. Berbeda dari penelitian yang terdahulu penelitian ini akan 
membandingkan Peraturan Pemrintah Nomor 46 Tahun 2013 dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 
2018 merupakan peraturan baru yang berlaku efektif per Juli 2018 sehingga 
masih sedikit yang melakukan penelitian ini. Dari uraian diatas maka penulis 
tertarik untuk menyusun penelitian skripsi dengan judul “Analisis Perbedaan 
Penerimaan Pajak Di KPP Pratama Tegal Menggunakan Peraturan 
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 





B. Rumusan Pertanyaan  
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan 





1. Apakah terdapat perbrdaan penerimaan pajak di KPP Pratama Tegal ketika 
menggungakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018? 
2. Bagaimana pertumbuhan jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar di 
KPP Pratama Tegal ketika menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 
Tahun 2013 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018? 
3. Bagaimana perkembangan penerimanaan pajak yang ada di KPP Pratama 
Tegal ketika menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018? 
 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
Tujuan Penelitian 
Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini 
sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui ada atau tidaknya penerimaan pajak di KPP Pratama 
Tegal ketika menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.  
2. Untuk mengetahui pertumbuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di 
KPP Pratama Tegal ketika menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 
Tahun 2013 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. 
3. Untuk mengetahui pekembangan penerimaan pajak yang ada di KPP 
Pratama Tegal ketika menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 






D. Manfaat Penelitian 
a. Aspek Teoritis 
1) Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk menambah 
wawasan khususnya di bidang perpajakan UMKM 
2) Bagi peneliti selanjutnya diharapkan hasil penelitian ini dapat 
bermanfaat untuk dijadikan bahan referensi sebagai penyempurna  
penelitian selanjutnya. 
b. Aspek Praktis 
1) Bagi Pemerintah, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi 
sebuah gambaran tentang penerimaan pajak sebelum dan sesudah 
penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018. 
2) Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah pemahaman secara 
nyata tentang pajak UMKM dan dan keefektifan dari penerapan 












A. Landasan Teori 
1. Pajak 
a. Definisi Pajak 
Pajak merupakan salah satu bentuk kemandirian suatu negara 
dalam pembiayaan pembangunan. Menurut UU Perpajakan Nomor 28 
Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata  Cara Perpajakan 
Pasal 1 Ayat (1) pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara 
yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 
berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan 
secara langsung digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-
besarnya kemakmuran.  
Pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Doemitro, S.H., yang dikutip 
Mardiasmo adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan 
undang-undang yang bersifat memaksa dan tidak ada timbal balik jasa 
yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk 
membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2016:3). Berbeda dengan 
keduanya, menurut S. I. Djajadiningrat pajak merupakan suatu 
kewajiban untuk memberikan sebagian kekayaan kepada kas negara 
karena suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan 





tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk 
memelihara kesejahteraan umum (Resmi, 2014:1).  
Jadi dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran dari wajib pajak 
orang pribadi maupun badan yang harus dibayarkan kepada negara dan 
sifatnya memaksa yang diatur dalam undang-undang meskipun wajib 
pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung.  
b. Fungsi Pajak 
Pajak merupakan iuran rakyat yang berfungsi untuk membiayai 
pengeluaran-pengeluatan negara untuk kepentingan umum. Fungsi 
pajak menurut Mardiasmo (2016:4) dibedakan menjadi dua, yaitu: 
1) Fungsi Pendanaan (Budgeter) 
Pungutan pajak memberikan sumbangan terbesar pada kas Negara, 
yaitu kurang lebih 60% - 70% pungutan pajak memenuhi postur 
APBN. Maka dari itu pajak merupakan salah satu sumber 
penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran umum rutin 
maupun pengeluaran pembangunan. 
Contohnya yaitu penerimaan pajak sebagai salah satu sumber  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 
2) Fungsi Mengatur (Reguler) 
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan 








a. Pemberian intensif pajak (tax holiday) untuk mendorong 
peningkatan investasi dalam negeri.  
b. Pajak Ekspor sebesar 0% untuk mendorong peningkatan 
ekspor produk dalam negeri. 
c. Penggolongan Jenis-jenis Pajak 
Mardiasmo (2016:7-8) menggolongkan jenis-jenis pajak 
menjadi 3, yaitu: menurut golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya.  
1) Menurut golongan 
a) Pajak Langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat 
dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban 
langsung wajib pajak yang bersangkutan. Contohnya : Pajak 
Penghasilan (PPh). 
b) Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang dapat dibebankan 
atau dilimpahkan kepada pihak lain. Contohnya : Pajak 
Pertambahan Nilai (PPN). 
2) Menurut sifatnya   
a) Pajak Subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan 
pada subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri wajib 
pajak. Contoh : Pajak Penghasilan. 
b) Pajak Objektif adalah pajak yang berpangkal pada objeknya, 





Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang 
Mewah (PPnBM). 
3) Menurut Lembaga Pemungut  
a) Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat 
dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh 
: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), 
Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea 
Materai. 
b) Pajak Daerah adalah pajak yang akan dipungut oleh 
Pemerintah Daerah untuk membiayai rumah tangga daerah. 
Pajak Daerah dibagi menjadi 2, yaitu: Pajak Provinsi dan Pajak 
Kabupaten/Kota. Contoh pajak Provinsi : Pajak Kendaraan 
Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. 
Contoh pajak Kabupaten/Kota : Pajak Hotel, Pajak Restoran, 
dan Pajak Hiburan. 
d. Asas Pemungutan Pajak 
1) Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal) 
Negara-negara mempunyai hak untuk memungut atas seluruh 
penghasilan wajib pajak berdasarkan tempat tinggal wajib pajak. 
Wajib pajak yang bertempat tinggal di Indonesia dikenai pajak atas 
penghasilan yang diterima atau diperoleh, baik yang berasal dari 






2) Asas Sumber 
Negara berhak untuk memungut pajak atas penghasilan wajib 
pajak yang bersumber pada suatu negara yang memungut pajak. 
Dengan demikian wajib pajak yang menerima atau memperoleh 
penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak di Indonesia tanpa 
memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.  
3) Asas Kebangsaan 
Pengenaan pajak dihubungkan dengan suatu negara. Asas ini 
diberlakukan kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di 
Indonesia untuk membayar pajak. 
e. Sistem Pemungutan Pajak 
1) Official Assesment System 
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada 
pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang 
terutang oleh wajib pajak.  
Ciri-ciri Official Assesment System: 
a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada 
pada fiskus. 
b) Wajib pajak bersifat pasif. 
c) Utang pajak akan terlihat setelah dikeluarkan surat ketetapan 







2) Self Assesment System 
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, 
kepercayaan, dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk 
menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak 
yang terutang. 
Ciri-ciri Self Assesment System: 
a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada 
pada wajib pajak. 
b) Wajib pajak bersifat aktif, menghitung, menyetor, dan 
melaporkan sendiri pajak yang terutang. 
c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 
3) Withholding System 
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang 
kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang 
bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang 
terutang oleh wajib pajak.  
Ciri-cirinya yaitu wewenang memotong atau memungut pajak 










2. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 
a. Definisi UMKM 
Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah (UU UMKM), UMKM adalah sebagai 
berikut: 
1) Usaha mikro adalah usaha produkif milik orang-perorangan 
dan/badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro 
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, (UU UMKM 
Nomor 20 Tahun 2008). Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai 
berikut:  
a) Memiliki kekayaan bersih maksimal Rp 50.000.000,00 (lima 
puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat 
usaha. 
b) Memperoleh hasil penjualan tahunan maksimal Rp 
300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). 
2) Usaha Kecil adalah usaha yang sifatnya produktif dan berdiri 
sendiri, dilakukan oleh perorangan maupun badan usaha, tidak 
termasuk anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang 
dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik secara langsung 
maupun tak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang 
memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang ini (UU UMKM Nomor 20 Tahun 2008). Kriteria 





a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima 
puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah 
dan bangunan tempat usaha.  
b) Mendapatkan hasil penjualan tahunan kisaran antara Rp 
300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai paling banyak 
Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). 
3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi yang bersifat produktif, 
berdiri sendiri, dan dilakukan orang perorangan maupun badan 
usaha yang bukan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan 
yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik secara langsung 
maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan 
jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sesuai yang 
dimaksud dalam Undang-Undang UMKM Nomor 20 Tahun 2008. 
Kriteria usaha menengah antara lain: 
a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima 
ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 
10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk 
tanah dan bangunan tempat usaha. 
b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 
2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai 






Menurut Kementrerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil 
Menengah (Menegkop dan UKM) bahwa yang dimaksud dengan 
Usaha Kecil (UK) termasuk Usaha Mikro (UMI) adalah entitas usaha 
yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,00 
tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki 
penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,00. Sedangkan 
Usaha Menengah (UM) merupakan usaha yang dimilik warga negara 
Indonesia yang memiliki kekayaan bersih antara Rp 200.000.000,00 
sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan 
bangunan tepat usaha.  
b. Karakterisik UMKM 
Karakteristik UMKM merupakan sifat atau kondisi faktual yang 
melekat pada aktifitas usaha maupun perilaku pengusaha yang 
bersangkutan dalam menjalankan bisnisnya. Karakteristik ini yang 
menjadi ciri pembeda antar pelaku usaha sesuai dengan skala 
usahanya. Menurut Bank Dunia, UMKM dapat dikelompokkan 
menjadi tiga jenis, antara lain: 
1) Usaha Mikro ( jumlah karyawan sebanyak 10 orang ) 
2) Usaha kecil ( jumlah karyawan 30 sebanyak orang ) 
3) Usaha Menengah ( jumlah karyawan mencapai 300 orang ) 
Seperti yang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 
20 Tahun 2008, sebuah perusahaan yang digolongkan sebagai UMKM 





atau dimiliki sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan 
pendapatan tertentu. 
Tabel 2.1 
Karakteristik UMKM dan Usaha Besar 
 
Ukuran Usaha Karakteristik 
Usaha Mikro a. Jenis barang / komoditi berubah-ubah dan 
tidak tetap. 
b. Tempat usahanya tidak selalu menetap, 
sewaktu-waktu dapat berpindah tempat. 
c. Belum melakukan administrasi keuagan 
yang sederhana sekalipun. 
d. Tidak memisahkan keuangan keluarga 
dengan keuangan usaha. 
e. Sumber daya manusia (pengusaha) belum 
memiliki jiwa wirausaha yang memadai. 
f. Tingkat pendidikan rata-rata sangat rendah. 
g. Umumnya belum akses kepada perbankan, 
namun sebagian sudah akses ke lembaga no 
bank. 
h. Umumnya tidak memiliki ijin usaha atau 
persyaratan legalitas lainnya termasuk 
NPWP. 
i. Contoh: Usaha perdagangan seperti kaki 
lima dan pedagang di pasar. 
Usaha Kecil a. Jenis barang / komoditi yang diusahakan 
umumnya sudah tetap dan tidak gampang 
berubah. 
b. Lokasi/tempat usaha sudah menetap. 
c. Sudah membuat laporan  keuangan yang 
sederhana. 
d. Keuangan perusahaan sudah mulai 
dipisahkan dengan keuangan keluarga. 
e. Sudah membuat neraca usaha. 
f. Sudah memiliki ijin usaha dan persyaratan 
legalitas lainnya termasuk memiliki NPWP. 
g. Sumber daya manusia (pengusaha) 
memiliki pengalaman dalam berwirausaha. 
h. Sebagian sudah akses ke perbankan dalam 
keperluan modal. 
i. Sebagian besar belum dapat membuat 






j. Contoh : Agen di pasar grosir dan pedagang 
pengumpul lainnya. 
Usaha Menengah a. Memiliki manajemen dan organisasi yang 
lebih baik dengan pembagian tugas yang 
jelas antara lain bagian keuangan, bagian 
pemasaran, dan bagian produksi. 
b. Laporan kuangannya baik, sudah  
menerapkan sistem akuntansi sehingga 
memudahkan proses auditing dan penilaian 
atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan. 
c. Telah melakukan aturan atau pengelolaan 
dan organisasi perburuhan. 
d. Sudah memiliki persyaratan legalitas antara 
lain izin tetangga. 
e. Sudah memiliki akses kepada sumber-
sumber pendanaan perbankan. 
f. Sumber daya  manusia sudah terlatih dan 
terdidik. 
g. Contoh : usaha pertambangan batu gunung 
untuk konstruksi dan marmer buatan.  
Usaha Besar Usaha ekonomi yang bersifat produktif, 
dilakukan oleh badan usaha yang telah 
memenuhi kekayaan bersih atau hasil 
penjualan tahunan lebih besar dari usaha 
menengah. Usaha ini meliputi usaha nasional 
milik negara atau swasta, usaha patungan, dan 
usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi 
di Indonesia. 
 
Tabel 2.2  






Usaha Mikro Maksimal Rp 50 jt Maksimal Rp 300 jt 
Usaha Kecil >Rp 50 jt – Rp 500 jt >Rp 300 jt – Rp 2,5 
M 
Usaha Menengah >Rp 500 jt – Rp 10 M >Rp 2,5 M – Rp 50 M 
Usaha Besar >Rp 10 M >Rp 50 M 
Dalam prespektif usaha, UMKM diklasifikasikan menjadi 
empat kelompok, yaitu: 





2) UMKM Mikro adalah para UMKM dengan kemampuan sifat 
pengrajin namun kurang memiliki jiwa kewirausahaan untuk 
mengembangkan usahanya. 
3) Usaha Kecil Dinamis adalah sekelompok UMKM yang mampu 
berwirausahan dengan menjalin kerjasama (menerima pekerjaan 
sub kontrak) dan ekspor. 
4) Fast Moving Enterprise adalah UMKM yang sudah memiliki 
tingkat kewirausahaan yang cakap dan telah siap bertransformasi 
menjadi usaha besar. 
c. Bentuk Perusahaan UMKM 
Menurut Abdul Kadir Muhammad dan Ridwan Khairandi, ada 
berbagai bentuk perusahaan di Indonesia (Mukti, 2016:116), yaitu: 
1) Perusahaan Perseorangan 
2) Perusahaan Firma  
3) Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) 
4) Perseroan Terbatas 
5) Koperasi 
6) Perusahaan Milik Negara yang terdiri dari Perusahaan Perseroan 
(Persero) dan Perusahaan Umum (Perum) 
Jika dilihat dari status hukumnya, perusahaan-perusahaan 
tersebut dapat diklasifikasikan lebih lanjut yaitu: 
1) Perusahaan Badan Hukum yang terdiri dari Perseroan terbatas, 





2) Perusahaan Bukan Badan Hukum yang teridi dari Perusahaan 
Firma, Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV), dan 
Perusahaan Perseorangan. 
Sementara jika dilihat jumlah kepemilikannya maka kriteria 
perusahaan adalah: 
1) Perusahaan Perseorangan yaitu perusahaan yang dimiliki dan 
dijalankan oleh satu orang. Sehingga tanggung jawabnya mutlak 
ditanggung oleh pemilik sekaligus pengelola perusahaan tersebut. 
2) Perusahaan Persekutuan yaitu perusahaan yang dimiliki oleh dua 
orang atau lebih. Disini ada istilah tanggung jawab renteng untuk 
perusahaan Firma, tanggung jawab terpisah antara sekutu 
komanditer dan sekutu komplementer, dan tanggung jawab 
terbatas bagi Perseroan Terbatas antara pemegang sahan dan 
dewan direksi serta pembedaan tanggung jawab bagi pengurus 
dan anggota pada Koperasi. 
3) Perusahaan Kelompok (Holding Company/ Grup) yaitu 
kelompok bisnis yang mempunyai banyak perusahaan. 
Perusahaan jenis ini sesungguhnya tidak ada dimata hukum, 
karena masing-masing perusahaan dianggap berdiri sendiri 
namun mempunyai kesatuan secara ekonomi khususnya 
mengenai financial dan maanajemen.  





Menurut Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia 
(2015:16), Peran penting UMKM tidak hanya bagi pertumbuhan di 
kota-kota besar tetapi berarti juga bagi pertumbuhan ekonomi di 
pedesaan. Peran penting UMKM, antara lain: 
1) UMKM memberikan pelayanan ekonomi kepada seluruh lapisan 
masyarakat, proses pemerataan strata sosial dan meningkatkan 
pendapatan, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mewujudkan 
stabilitas nasional. 
2) Krisis moneter 1998 dan krisis 2008-2009, 96% UMKM tetap 
bertahan dari goncangan krisis. 
3) UMKM membantu pemerintah dengan menciptakan lapangan 
kerja dan menciptakan unit-unit kerja baru menggunakan tenaga-
tenaga baru yang dapat mendukung pendapatan rumah tangga. 
4) UMKM adalah usaha yang memiliki fleksibilitas tinggi jika 
dibandingkan dengan usaha yang lebih besar, sehingga UMKM 
harus diperhatikan dengan didukung oleh informasi akurat agar 
terjadi link bisnis yang sejalan antara pelaku usaha kecil dan 
menengah dengan tingkat daya saing usaha, yaitu jaringan pasar. 
5) UMKM sering dikaitkan dengan masalah-masalah di bidang 
ekonomi dan sosial yang terjadi dalam negeri seperti tingginya 
tingkat kemiskinan, ketimpangan sosial seperti distribusi 
pendapatan, proses pembangunan yang tidak merata antara wilayah 





Perkembangan UMKM diharapkan dapat memberikan kontribusi 
yang positif sebagai upaya dalam mengatasi masalah tersebut. 
Selain itu, ada beberapa kontribusi positif UMKM yang tidak 
dapat dipadang sebelah mata, yaitu: 
1) Tulang punggung perekonomian nasional karena merupakan 
populasi pelaku usaha dominan (99,9%). 
2) Menghasilkan PDB (Produk Domestik Bruto) sebesar 59,08% (Rp 
4.869.57 Triliun) dan laju pertumbuhan 6,4% per tahun. 
3) Menyumbang volume ekspor sebesar 14,06% (Rp 166,63 Triliun) 
dari total ekspor nasional. 
4) Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) nasional mencapai 
52,33% (Rp 830,9 Triliun). 
5) Secara geografis tersebar diseluruh tanah air, disemua sektor. 
Memberikan layanan kebutuhan pokok yang dibutuhkan 
masyarakat . Multiplier effectnya tinggi, merupakan instrumen 
pemerataan pendapatan dan mengurangi ketimpangan 
kesejahteaan masyarakat. 
6) Wadah untuk menciptakan wirausaha baru. 
7) Ketergantungan pada komponen impor yang minimal. 
Memanfaatkan bahan baku dan sumber daya lokal yang mudah 
ditemukan dan tersedia disekitar sehingga menghemat devisa. 
Tabel 2.3 
Aspek Lingkungan Srategis 
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ekspor non migas 









Sumber : Rencana Strategis Kementerian Kopeasi dan UMKM 2012 
 
Bisnis atau usaha UMKM mempuyai peran strategis dalam 
perekonomian Indonesia, karena: 
1) Kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di 
berbagai sektor. 
2) Penyedia lapangan kerja terbesar. 
3) Pemain penting dalam pegembangan dalam kegiatan ekonomi 
lokal dan pemberdayaan masyarakat. 
4) Penciptaan pasar baru dan sumber inovasi. 
5) Sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui 
kegiatan ekspor. 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 merupakan kebijakan 
pemerintah yang mengatur tentang Pajak Penghasilan dari pendapatan  
yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi yang menjalankan 





yang sudah ditentukan yaitu Rp 4.800.000.000,00 dalam 1 (satu) tahun 
pajak. Peraturan ini merupakan PPh yang sifatnya final dengan tarif pajak 
tunggal 1% sehingga diakhir tahun tidak perlu diperhitungkan lagi. 
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tidak mengijinkan 
wajib pajak tertentu untuk menggunakan fasilitas ini, antara lain: 
a. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha 
perdagangan dan atau jasa yang dalam usahanya menggunakan  sarana 
atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap 
maupun tidak menetap dan menggunakan sebagian atau seluruh 
tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi 
tempat usaha atau berjualan. 
b. Wajib pajak orang pribadi yang memperoleh penghasilan atau 
pendapatan dari jasa yang berhubungan dengan pekerjaan bebas. 
c. Wajib pajak badan yang belum beroperasi secara komersial. 
d. Wajib pajak badan yang dalam satu tahun telah memiliki peredaran 
bruto lebih dari Rp 4.800.000.000,00. 
e. Bentuk Usaha Tetap. 
Selain itu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 telah 
mengatur beberapa pengecualian untuk non objek pajak meskipun 
memliki usaha yang peredaran brutonya dibawah Rp 4.800.000.000,00. 
Non objek pajak yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 
2013 adalah penghasilan dari jasa yang berhubungan dengan pekerjaan 





melakukan jasa terkait pekerjaan bebas perhitungan tarif pajaknya 
menggunakan tarif umum. Pekerjaan-pekerjaan yang dimaksud adalah 
sebagai berikut: 
a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari 
pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan 
aktuaris. 
b. Pemain musik, pembawa acara (host), penyanyi, pelawak, pemain 
film, pemain sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, 
peragawan / peragawati, pemain drama, dan penari. 
c. Olahragawan. 
d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator. 
e. Pengarang, peneliti, dan penerjemah. 
f. Agen iklan. 
g. Pengawas atau pengelola proyek. 
h. Perantara. 
i. Petugas penjaja barang dagangan. 
j. Agen asuransi. 
k. Distribitor perusahaan pemasaran berjenjang (MLM) atau penjualan 
langsung (direct selling) dan kegiatan sejenis lainnya. 
Jenis-jenis pekerjaan ini akan menggunakan tarif yang sesuai dengan 
Pasal 14 Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008 tentang Norma 
Perhitungan Penghasilan Netto (NPPN). Wajib pajak objek pajak yang 





dalam satu tahun dibawah Rp 4.800.000.000,00 dapat melakukan 
perhitungan pajak sesuai norma perhitungan penghasilan netto tersebut. 
 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 merupakan pembaruan 
dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.  Peraturan ini mengatur 
mengenai pendapatan yang diperoleh wajib pajak baik orang pribadi 
maupun badan yang melakukan usaha dan memiliki peredaran bruto tidak 
lebih dari Rp 4.800.000.000,00 dalam kurun waktu 1 (satu) tahun pajak.  
Dalam peraturan ini tarifnya turun menjadi 0,5% dan berlaku eferktif per1 
Juli 2018. 
Secara prinsip cara menghitung pajak penghasilan menurut 
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 relatif sama yaitu tarif pajak dikalikan 
dengan dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak berdasarkan 
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah 
Nomor 23 Tahun 2018 sama yaitu berdasarkan peredaran bruto, akan 
tetapi yang membedakan disini yaitu pengertian dan penjelasannya. 
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dasar pengenaan 
pajak untuk perhitungan PPh final adalah jumlah peredaran bruto setiap 
bulan. Sedangkan peredaran bruto menurut Peraturan Pemerintah Nomor 
23 Tahun 2018 adalah jumlah peredaran bruto berdasarkan keseluruhan 





wajib pajak badan, dan untuk wajib pajak orang pribadi dijumlah dengan 
peredaran bruto istri. Pengertian peredaran bruto disini adalah imbalan 
berupa uang yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari kegiatan usaha 
sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, dan potongan 
sejenis. 
Berbeda dengan peraturan sebelumnya, peraturan ini memiliki 
batasan waktu yang berbeda setiap subjek pajaknya. Untuk subjek pajak 
orang pribadi kebijakn insentif ini berlaku selama 7 tahun. Bagi subjek 
pajak badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas berjangka waktu 
selama 3 tahun. Bagi subjek pajak badan usaha yang berbentuk CV 
(Persekutuan Komanditer), Koperasi, dan Firma berlaku selama 4 tahun. 
Jangka waktu dihitung sejak tahun pajak regulasi berlaku bagi wajib pajak 
lama dan sejak tahun pajak terdaftar bagi wajib pajak baru. Selain itu 
peraturan ini bersifat opsional, wajib pajak boleh memilih akan dikenai 
tarif berdasarkan peraturan ini atau tarif progresif.  
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, wajib 
pajak yang dikecualikan dari penggunaan tarif PPh Final antara lain: 
a. Wajib pajak yang memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan tarif Pasal 
17 ayat (1) huruf a (Orang Pribadi), Pasal 17 ayat (2a) (Badan), atau 
Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan. 
b. Wajib pajak badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma yang 





keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan 
dengan pekerjaan bebas. 
c. Wajib pajak badan memperoleh fasilitas pajak penghasilan 
berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Pajak Penghasilan atau 
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010. 
d. Wajib pajak berbentuk Badan Usaha Tetap (BUT)  
 
5. Perbedaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 
Menurut Nasikhudin, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 memiliki beberapa 
perbedaan, antara lain: 
Tabel 2.4 
Perbedaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 
 
Uraian  Peraturan Pemerintah 
Nomor 46 Tahun 2013 
Peraturan Pemerintah 
Nomor 23 Tahun 2018 
Dasar Hukum Peraturan Pemerintah 
Nomor 46 Tahun 2013 
Peraturan Pemerintah 
Nomor 23 Tahun 2018 
Subjek Pajak Orang pribadi dan 
badan yang peredaran 
brutonya tidak lebih 
dari Rp 
4.800.000.000,00 
Orang pribadi dan 
badan seperti koperasi, 
CV, dan PT yang 
peredaran brutonya Rp 
4.800.000.000,00 
Sifat  Wajib  Opsional 
Wajib pajak boleh 
memilih untuk dikenai 
pajak penghasilan 
berdasarkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 
Tahun 2018 atau 
menggunakan tarif 





a, Pasal 17 ayat (2a), 











Peredaran bruto setiap 
bulannya. 
Wajib pajak Badan : 
Peredaran bruto dari 
usaha termasuk dari 
cabangnya. 
Wajib pajak Orang 
Pribadi: Peredaran 
bruto usaha termasuk 
peredaran bruto istri. 









Tidak ada batasan Dibatasi, antara lain: 
1. Wajib pajak orang 
pribadi selama 7 
tahun 
2. Wajib pajak badan 
berupa koperasi, 
CV, dan Firma 
selama 4 tahun 
3. Wajib pajak badan 





B. Studi Penelitian Terdahulu 
Beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi dalam 
membangun penelitian ini. Berikut ini adalah ringkasan hasil dari penelitian 













Pembayaran Pajak Pada 
Pelaku UMKM (Usaha 




Tahun 2018 (Studi 
Kasus Pada UMKM di 
Kabupaten Sleman-
Yogyakarta 
(1) Tarif pajak bagi UMKM 
sebesar 1% dari omzet cukup 
memberatkan bagi pelaku 
UMKM. (2) Pelaku UMKM 
mengapresiasi tarif pajak baru 
bagi UMKM sebesar 0,5% dari 
omzet yang tertuang dalam PP 
No. 23 Tahun 2018 dan bersedia 
membayar pajak. (3) Responden 
yang merupakan pelaku UMKM 
di Kabupaten Sleman 
mengharapkan sosialisasi dan 
pendampingan untuk 
mendapatan informasi yang lebih 
detail terkait peraturan 






PP No. 46 Tahun 2013 
bagi UMKM terhadap 
Tingkat Pertumbuhan 
Wajib Pajak dan 
Penerimaan Pajak 
Penghasilan pada KPP 
Pratama di Semarang 
Penerimaan Pajak sesudah 
diterapkannya PP No. 46 Tahun 
2013 mempunyai rata-rata 
penerimaan  pajak yang lebih 
tinggi dibandingkan rata-rata 
penerimaan pajak sebelum 















dan Setelah Penerapan 
Peraturan Pemerintah 
Nomor 46 Tahun 2013  
(Studi Kasus Pada KPP 
Pratama Kota Kediri 
Tahun 2011-2016) 
Penerimaan Pajak Penghasilan 
Badan mengalami peningkatan 
cukup banyak yaitu 5,811% dari 
tahun sebelumnya. Peningkatan 
penerimaan pajak juga dapat 
disebabkan oleh tingkat kepatuhan 
wajib pajak, kinerja petugas pajak 
pada kantor pelayanan pajak, 
penerapan peraturanpajak terbaru 










Nomor 46 Tahun 2013 
Terhadap Pertumbuhan 
Jumlah  Wajib Pajak 
dan Penerimaan PPh 
Pasal 4 Ayat (2) 
Terjadi penurunan wajib pajak 
sebesar    -2,43% dari rata-rata 
pertumbuhan wajib pajak antara 
sebelum dan sesudah Penerapan 
PP No. 46 Tahun 2013 sehingga 
dapat dikatakan belum tercapai 







kontribusi terhadap penerimaan 
PPh pasal 4 Ayat (2) meningkat 
meskipun masih dalam kategori 








Analisis Penerapan PP 
No. 46 Tahun 2013 
terhadap Tingkat 
Kepatuhan Wajib Pajak 
dan Penerimaan PPh 
Final  
(Studi di Kantor 
Pelayanan Pajak 
Pratama Kepanjen) 
1. Penerapan PP No. 46 
Tahun 2013 cukup berpengaruh 
dalam hal menambah tingkat 
kepatuhan wajib pajak. 2. PP No. 
46 Tahun 2013 berpengaruh 
dalam hal menambah penerimaan 
PPh Final. 3. Kontribusi yang 
diberikan PP No. 46 Tahun 2013 
sejak diterapkan sampai tahun 
2015  bersifat fluktuatif. 4. PP No. 
46 Tahun 2013 berpengaruh 
terhadap peningkatan jumlah 
wajib pajak bahwa jumlah wajib 












Nomor 46 Tahun 2013 
Untuk Wajib Pajak 
Yang Memiiki 
Peredaran Bruto 
Tertentu (Studi Pada 
KPP Pratama Malang 
Utara) 
1. Penerapan Peraturan 
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 
di KPP Pratama Malang Utara 
berjalan dengan baik sesuai 
dengan tujuan yang diharapkan. 2. 
Tingkat Kontribusinya secara 
keseluruhan dalam kriteria sangat 
kurang. 3. Pertumbuhan Wajib 
Pajak secara keseluruhan 









Analisis Penerapan PP 
No. 46 Tahun 2013 




Pajak Penghasilan, dan 
UMKM yang mana 
yang diuntungkan  
(Studi Kasus pada KPP 
Pratama Semarang 
Gayamsari) 
Terdapat perbedaan yang 
signifikan terhadap pertumbuhan 
jumlah wajib pajak dan 
penerimaan pajak penghasilan di 
KPP Pratama Semarang 
Gayamsari. Pertumbuhan jumlah 
wajib pajak UMKM meningkat di 
awal tahun 2014, jumlah 
penerimaan pajak penghasilan 
lebih tinggi dibandingkan sebelum 
diterapkan PP. No. 46 Tahun 2013, 
dan UMKM yang diuntungkan 
yaitu jika UMKM dengan tingkat 
keuntungan lebih dari 8% maka 
PP. No. 46 Tahun 2013 lebih 
menguntungkan karena pajak yang 
dibayar lebih  rendah, jika 





Umum. Tetapi jika tingkat 
keuntungan UMKM lebih rendah 
dari 8% maka pajak yang dibayar 
akan lebih tinggi jika 
dibandingkan dengan 
menggunakan tarif umum. Jumlah 
pajak akan sama baik 
menggunakna tarif PP. No. 46 
Tahun 2013 atau tarif umum ketika 






Analisis Penerapan PP. 





Pajak dan Penerimaan 
PPh Pasal 4 Ayat (2) 
pada KPP Pratama 
Manado 
Setelah Penerapan PP. No. 46 
Tahun 2013 terjadi penurunan 
pertumbuhan wajib pajak sebesar 
0,23%, dan rata-rata penerimaan 
PPh Pasal 4 Ayat (2) dalam kurun 
waktu tujuh belas bulan sebesar 







Nomor 46 Tahun 2013 
Terhadap Pertumbuhan 
Jumlah Wajib Pajak 
Dan Penerimaan PPh 
Pasal 4 Ayat (2) Pada 
KPP Pratama Bitung 
Terjadi Pertumbuhan Wajib Pajak 
dari rata-rata  Pertumbuhan Wajib 
Pajak antara sebelum dan sesudah 
Penerapan Peraturan Pemerintah 
Nomor 46 Tahun 2013 dan 
Kontribusinya terhadap 
Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) 
selama kurun waktu 26 bulan 
mengalami peningkatan meskipun 
tergolong sangat kurang yakni 
sebesar 5,98%. 
(Sumber : Data diolah 2019) 
 
 
C. Kerangka Pemikiran  
Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi 
tentang jumlah wajib pajak yang terdaftar dan penerimaan pajak UMKM di 
KPP Pratama Tegal. Dari data jumlah wajib pajak yang terdaftar di KPP 





Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dengan Penerapan Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Data penerimaan pajak penghasilan 
UMKM yang ada di KPP Pratama Tegal akan menggambarkan perbedaan 
penerimaan pajak ketika menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 
2013 dengan tarif 1% dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dengan 
tarif 0,5%.  
Data jumlah wajib pajak yang terdaftar dan penerimaan pajak yang akan 
dianalisis yaitu data pada tahun 2018. Analisis yang dilakukan yaitu 
menggunakan Uji Beda dan analisis kualitatif. Data yang akan digunakan 
adalah data dari bulan Januari sampai Desember 2018, dimana dari bulan 
Januari – Juni merupakan data saat menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 
46 Tahun 2013. Data dari bulan Juli – Desember merupakan data berdasarkan 
penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.   
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 adalah peraturan yang 
mengatur tentang pajak penghasilan dari pendapatan yang diterima atau 
diperoleh wajib pajak, baik badan atau orang pribadi yang menjalankan usaha 
dan peredaran brutonya tidak lebih dari Rp 4.800.000.000,00 dalam satu tahun 
pajak. Peraturan ini bersifat final dengan tarif tunggal 1% sehingga di akhir 
tahun tidak perlu menghitungnya lagi. Kemudahan dalam cara perhitungan 
pajak dan tarif yang relatif lebih rendah dari sebelumnya ternyata belum bisa 
meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM untuk membayar pajak. Untuk 
itu pemerintah terus melakukan upaya reformasi pajak atau pembaharuan pajak 





Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 merupakan pembaharuan 
dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang disahkan tanggal 22 
Juni 2018 dan berlaku efektif per 1 Juli 2018. Peraturan ini berlaku bagi wajib 
pajak badan dan orang pribadi yang menerima pendapatan dari hasil usaha dan 
memiliki peredaran bruto tidak lebih dari Rp 4.800.000.000,00 dalam satu 
tahun pajak. Dalam peraturan ini tarif pajak turun menjadi 0,5% dan bersifat 
opsional, artinya wajib pajak boleh memilih akan dikenai berdasarkan 
peraturan ini atau menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a untuk Orang 
Pribadi, Pasal 17 ayat (2a) untuk Badan, atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak 
Penghasilan. 
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 memiliki beberapa perbedaan. Dari 
beberapa perbedaan yang ada, penelitian ini akan mengambil data 
pertumbuhan jumlah wajib pajak yang terdaftar dan penerimaan pajak yang ada 
di KPP Pratama Tegal pada bulan Januari – Desember 2018 untuk dianalisis. 
Selanjutnya akan menarik kesimpulan dari hasil analisis untuk mendapatkan 
hasil akhir penelitian. 







KPP Pratama Tegal 
Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak 
dan Penerimaan Pajak 
























D. Perumusan Hipotesis 
Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu rumusan masalah 
penelitian yang dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Hipotesis 
dikatakan jawaban sementara karena pernyataan jawaban hanya berdasarkan 
teori yang relevan, belum dibuktikan dengan fakta empiris berdasarkan data 
yang telah dikumpulkan (Sugiyono, 2017:105). 
Kesimpulan 
 
PP No. 46 Tahun 2013 
1. Jumlah wajib pajak yang 
terdaftar 
2. Penerimaan pajak tarif 
1% 
3. Tingkat pertumbuhan  
1. Jumlah wajib pajak yang 
terdaftar 
2. Penerimaan pajak tarif 
0,5% 
3. Tingkat pertumbuhan  
 
Periode: 
Bulan Januari – Juni 2018 
Periode: 









Berdasarkan kajian teori yang telah diuraikan dan kerangka pemikiran 
diatas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah: 
H1 : Diduga terdapat perbedaan penerimaan pajak penghasilan UMKM ketika 
menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dengan 








A. Pemilihan Metode 
Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode 
deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Metode deskriptif adalah metode yang 
menggambarkan suatu gejala, fakta, atau sesuai realita. Penelitian kuantitatif 
adalah penelitian yang lebih menekankan aspek pengukuran, objektif, 
ketepatan yang sistematis dan stasistik (Raco, 2010:13). Penelitian kualitatif 
adalah penelitian yang dihasilkan dari jawaban yang luas terhadap pertanyaan 
spesifik dalam wawancara, atau berdasarkan respon dari pertanyaan terbuka 
dalam kuesioner, lewat observasi, atau berdasarkan informasi dari berbagai 
sumber yang sudah ada sebelumnya (Sekaran 2015:7). 
 
B. Objek dan Subjek Penelitian 
Menurut Spradley Objek adalah social situation atau situasi sosial yang 
tediri dari tiga elemen antara lain: tempat (place); pelaku (actors); dan aktifitas 
(activity). Akan tetapi objek penelitian kualitatif tidak hanya berhubungan pada 
situasi sosial yang terdiri dari tiga elemen tersebut, melainkan bisa 
berhubungan dengan peristiwa alam, tumbuh-tumbuhan, kendaraan, dan 
lainnya (Sugiyono, 2012:389-390). Objek dari penelitian ini adalah di KPP 
Pratama Tegal dan Dinas Koperasi, UKM Dan Perdagangan. 
Subjek penelitian adalah suatu benda, hal, orang, maupun data untuk 





2010:40). Subjek dalam penelitian ini ada dua, yaitu Peraturan Pemerintah 
Nomor 46 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 
tentang pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. 
 
C. Populasi dan Sampel 
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek ataupun 
subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 
peneliti. Sedangkan sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik 
yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2017:80).   
Populasi dalam penelitian ini yaitu penerimaan pajak di KPP Pratama 
Tegal periode Januari-Desember 2018. Sedangkan sampel dalam penelitian ini 
adalah penerimaan pajak UMKM di KPP Pratama Tegal periode Januari-
Desember 2018. 
 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data untuk melengkapi penelitian ini, peneliti 
melakukan pengumpulan data dengan cara: 
1. Wawancara 
Dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data dengan cara 
melakukan tanya jawab secara langsung dengan pegawai pajak di KPP 
Pratama Tegal tentang masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu 





Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dalam memberikan kontribusi 
penerimaan pajak di KPP Pratama Tegal. 
2. Dokumentasi 
Peneliti akan mengumpulkan data-data berupa data kuantitatif jumlah 
wajib pajak yang terdaftar dan melaporkan pajaknya, serta jumlah 
penerimaan pajak selama menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 
Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. 
3. Studi Kepustakaan 
Peneliti menggunakan metode ini sebagai salah satu acuan untuk 
membahas masalah terkait dengan penelitian ini. Data studi kepustakaan 
dalam penelitian ini berupa referensi atau literatur dan mengutip dari 
berbagai artikel yang diakses melalui internet. 
 
E. Teknik Analisis Data 
Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, teknik analisis 
data yang digunakan peneliti yaitu analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis 
kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
1. Analisis Statistik Deskriptif  
Statistik deskriptif merupakan analisis yang menjelaskan tentang 
deskriptif dari suatu data berdasarkan nilai rata-rata (mean), standar 
deviasi serta nilai maksimum dan minimumnya (Ghozali, 2016:19) 
 





Uji Paired Sample T-tes adalah uji yang digunakan untuk menguji 
apakah ada atau tidak perbedaan rata-rata dua sampel yang berhubungan 
(Ghozali ,2016:66). Uji ini biasa digunakan untuk mengetahui perbedaan 
sampel sebelum dan sesudah diberi perlakuan. Dasar pengambilan 
keputusan dari uji beda Paired Sample T-test adalah: 
a. Jika probabilitas > 0,05 menunjukkan tidak adanya perbedaan. 
b. Jika probabilitas < 0,05 menunjukkan adanya perbedaan. 
Rumus yang digunakan dalam Uji Beda Paired Sample T test sebagai 
berikut (Sugiyono, 2017: 292) : 
𝑡 =












t = t hitung 
?̅?1 = Rata-rata sampel 1 
?̅?2 = Rata-rata sampel 2  
n1 = Jumlah sampel 1 
n2 = Jumlah sampel 2 
S1
2 = Standar deviasi sampel 1 
S2





Analisis kualitatif dalam penelitian ini meliputi empat proses antara lain: 
1. Mengumpulkan Data 
Data- data yang akan diambil dari KPP Pratama Tegal yaitu berupa data-
data wajib pajak yang terdaftar, melaporkan, dan penerimaan pajak dari 
bulan Januari sampai Desember 2018. 
2. Menyortir Data 
Dari data yang sudah diperoleh, peneliti akan menyortir atau mengelola data 
dengan memisahkan antara data yang menggunakan Peraturan Pemerintah 
Nomor 46 Tahun 2013 dan yang menggunakan Peraturan Pemerintah 
Nomor 23 Tahun 2018. 
3. Menyajikan dan Menganalisis Data 
Peneliti akan menyajikan data wajib pajak UMKM yang terdaftar, 
melaporkan dan penerimaan pajak yang diterima KPP Pratama Tegal. Dan 
menganalisis data berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 
dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. 
4. Menyimpulkan Data 
Dari data yang sudah dianalisis, peneliti akan menyimpulkan lebih efektif 
menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 atau Peraturan 







HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Sejarah Berdirinya KPP Pratama Tegal 
Pada bulan Juni 1964, pemerintah mendirikan Kantor Inspeksi 
Keuangan Pekalongan yang diresmikan oleh Direktur Jenderal Pajak Drs. 
Soejono Brotodihardjo. Wilayah kerja dari Kantor Inspeksi Keuangan 
Pekalongan meliputi wilayah Karesidenan Pekalongan termasuk 
Kabupaten Tegal dan Brebes, sementara untuk Kotamadya pada saat itu 
belum terbentuk. 
Melalui Kantor Dinas Luar (KDL) Tingkat I Tegal, usaha untuk 
menggali potensi pajak terus di galakkan seiring dengan perkembangan 
perekonomian di kedua daeah tersebut. Tegal baik pada saat itu hingga 
sekarang ini tidak hanya terkenal dengan produksi gula tebu, tetapi juga 
terkenal dengan daerah penghasil ikan. Selain itu di Tegal juga 
dikembangkan pertanian bawang putih yang lokasinya berada di sekitar 
daerah Gunung Slamet, sedangkan untuk daerah Kabupaten Brebes yang 
memiliki areal bawang merah dan cabai merah yang luas mampu 
memproduksi kedua komoditi tersebut dalam jumlah besar. Bahkan 
produksi bawang merah dan abai merah merupakan stok nasional untuk 
komoditi tersebut. 
Didukung dengan kondisi yang memungkinkan untuk 





maka Dirjen Pajak mempertimbangkan agar Kantor Dinas Luar (KDL) 
menjadi Kantor Inspeksi Tegal. Hingga pada akhirnya tahun 1970 Menteri 
Keuangan memberikan persetujuan untuk meningkatkan stastus sebagai 
Kantor Inspeksi Pajak Tegal yang diresmikan oleh Dirjen Pajak Drs. 
Sutadi Sukarya. Untuk sementara waktu pimpinan kantor dijabat oleh 
Bapak Soeryodiningrat yang meragkap sebagai Kepala Bagian Pajak 
Langsung. Selang beberapa bulan kemudian pimpinan yang baru dilantik 
oleh Dirjen Pajak Drs. Sukarya dan sebagai Kepala Kantor Inspeksi Pajak 
Tegal yang pertama adalah Drs. Setyarso, kemudian diteruskan oleh: 
a. Drs. H. Amron Loebis 
b. Drs. C. B. Noibarnu 
c. Drs. Soeharto 
d. Drs. Sampurna Ribudi 
e. Drs. H. Soemartoyo 
f. Drs. Djangatas Karo Karo 
g. Drs. Suwandi 
h. Asrosi Chusnan, S.H 
i. Abdurochim, S.H, M.M 
j. Drs. Wiwit Mudjikan 
Pada tahun 1989 nama Kantor Inspeksi Pajak Tegal kemudian 
diubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sesuai dengan Kebijakan 
Dirjen Pajak dalam Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 





Kerja Dirjen Pajak, diatur tentang perubahan penamaan dari Kantor 
Inspeksi Pajak menjadi Kantor Pelayanan Pajak, dengan didasari bahwa 
dewasa ini tugas Dirjen Pajak tidak hanya melakukan inspeksi atau 
pemeriksaan. Dirjen Pajak juga mengutamakan pelayanan administrasi 
pajak kepada masyarakat terutama bagi wajib pajak. 
Kemudian KPP Tegal berubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Tegal (KPP Pratama Tegal) dengan menerapkan system 
administrasi perpajakan modern pada tahun 2008 berdasarkan Peraturan 
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 67/PMK.01/2008 tanggal 6 
Mei 2008 tentang “Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi 
Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. 
KPP Pratama Tegal sejak masih berstatus sebagai KDL Tingkat I 
dan Kantor Inspeksi Pajak Tegal telah mengalami perpindahan lokasi. 
Dimulai sejak masih menempati gedung milik Negara di Jalan Dr. Sutomo 
hingga saat ini berada di Jalan Kolonel Sugiono Nomor 5 Kota Tegal. 
2. Visi, Misi dan Nilai KPP Pratama Tegal 
Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi, Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama Tegal memiliki visi dan misi sebagai berikut: 
Visi KPP Pratama Tegal yaitu Menjadikan KPP yang handal, 
inovatif, dan akuntabel dalam melayani wajib pajak. Misi KPP Pratama 





wajib pajak yang sadar dan patuh pajak. Motto KPP Pratama Tegal adalah 
Melayani dengan prima, profesional, ramah, intergritas,mudah, dan akurat. 
Kementerian Keuangan memiliki nilai-nilai, antara lain: 
a. Integritas : Berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik 
dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral. 
b. Profesionalisme : Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi 
terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi. 
c. Sinergi : Membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal 
yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku 
kepentingan. 
d. Pelayanan : Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan 
pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, 
transparan, cepat, akurat, dan aman. 
e. Kesempurnaan : Senantiasa melakukan upaya perbaikan disegala 
bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik. 
3. Kedudukan dan Wilayah Kerja KPP Pratama Tegal 
KPP Pratama Tegal merupakan salah satu unit yang termasuk 
dalam koordinasi Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I, terletak pada jalur 
lalu lintas utara (pantura) yang menghubungkan Jakarta dengan Surabaya. 
KPP Pratama Tegal memiliki luas wilayah kerja sekitar 458.339 km yang 
terdiri dari tiga daerah meliputi: 
a. Kota Madya Daerah Tingkat II Tegal. 





c. Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes. 
Dengan batasan wilayah sebagai berikut: 
a. Laut Jawa sebagai batas wilayah utara. 
b. Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes sebagai batas wilayah 
selatan. 
c. Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal sebagai batas wilayah timur. 
d. Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes sebagai batas wilayah barat. 
Adapun penghidupan sosial ekonomi penduduk diperoleh dari: 
a. Pertanian, antara lain: 
1) Bawang merah dan cabai merah di daerah Kabupaten Brebes, 
bawang putih di sekitar Gunung Slamet Kabupaten Tegal. 
2) Tebu di daerah Kabupaten Tegal dan Brebes untuk memasok 
pabrik gula Pangkah (Kabupaten Tegal), Jatibarang dan 
Banjaratma (Kabupaten Brebes). 
b. Perikanan (Nelayan) bagi penduduk di sekitar pantai utara yang 
meliputi Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, dan Kota Tegal. 
c. Pengecoran logam merupakan home industry di daerah Kecamatan 
Talang Kabupaten Tegal. 
d. Industri pengolahan teh, gula dan air mineral di Kabupaten Tegal. 
4. Struktur Organisasi dan Deskriptif Tugas  
Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 































Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, struktur organisasi di KPP Pratama 



















Sumber : KPP Pratama Tegal 
Seperti Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang lainnya KPP 
Pratama Tegal memiliki struktur organisasi sebagai berikut: 
a. Kepala Kantor 
KEPALA KANTOR 












































b. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal 
c. Sekretariat 
d. Seksi Pengolahan Data dan Informasi 
e. Seksi Pelayanan 
f. Seksi Penagihan  
g. Seksi Pemeriksaan 
h. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan 
i. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I 
j. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II 
k. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III 
l. Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV 
m. KP2KP Bumiayu 
n. Kelompok Fungsional Pemeriksa 
Adapun rincian tugas masing-masing bagian yang harus 
dilasanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal sebagai berikut: 
a. Sub bagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas 
melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah 
tangga, dan kepatuhan internal. 
b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi, mempunyai tugas melakukan 
pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi 
perpajakan, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen 
perpajakan, pelayanan dokumen, teknis komputer, pemantauan 





c. Seksi Pelayanan, mempunyai tugas melakukan penetapan dan 
penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen 
dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat 
pemberitahuan, penerimaan surat lainnya serta pelaksanaan registrasi 
wajib pajak. 
d. Seksi Penagihan, mempunyai tugas melakukan urusan penata usahaan 
piutang pajak, penundaan an angsuran tunggakan pajak, penagihan 
aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan 
dokumen-dokumen penagihan. 
e. Seksi Pemeriksaan, mempunyai tugas melakukan penyusunan 
rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, 
penerbitan dan penyaluran surat perintah pemeriksaan pajakserta 
administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya. 
f. Seksi Pengawasan dan Konsultasi mempunyai tugas melakukan 
pengawasan keputusan kewajiban perpajakan wajib pajak, bimbingan 
atau himbauan kepada wajib pajak dan konsutasitekni perpajakan, 
penyusunan profil wajib pajak, analisis kinerja wajib pajak, 
melakukan rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka melakukan 
intensifikasi, serta melakukan evaluasi hasil banding. 
g. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan mempunyai tugas menambah 
jumlah wajib pajak maupun objek pajak baru. 






i. Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) 
Bumiayu mempuyai tugas melayani konsultasi pajak serta menyusun 
rencana dan melaksanakan penyuluhan kepada wajib pajak. 
 
B. Profil Dinas Koperasi, UKM Dan Perdagangan Kota Tegal 
1. Profil UMKM Kota Tegal 
Tegal berasal dari nama Tetegal, merupakan tanah subur yang 
mampu menghasilkan tanaman pertanian. Sumber lain menyatakan nama 
Tegal berasal dari nama Teteguall. Sebutan yang diberikan seorang 
pedagang asal Portugis yaitu Tome Pires pada tahu 1500-an. Melihat 
keadaan tanahnya yang subur, Ki Gede Sebayu tergugah dan berniat 
bersama-sama penduduk meingkatkan hasil pertanian dengan memperluas 
lahan serta membuat saluran pengairan. Daerah yang sebagian besar tanah 
ladang tersebut dinamakan Tegal. Atas jasanya Ki Gede Sebayu diangkat 
menjadi pemimpin Kota Tegal pada tanggal 12 April 1580 yang juga 
merupakan hari jadi Kota Tegal. 
 Kota Tegal merupakan salah satu dari 35 Kabupaten/Kota di Jawa 
Tengah yang terletak antara 108º 8’ - 109º10’ Bujur Timur dan 6º50 - 6º53’ 
Lintang Selatan. Luas wilayah Kota Tegal adalah 39,68 km2. Secara 
administratif Kota Tegal terbagi menjadi 4 wilayah Kecamatan dan 27 
Kelurahan. Batas wilayah bagian utara Kota Tegal yaitu Laut Jawa, 
sebelah barat Kabupaten Brebes, sebelah timur Kabupaten Tegal dan 





Wilayah kota yang cukup strategis di jantung pantura menjadikan 
ribuan orang datang mencoba mencari keuntungan bisinis, didukung 
dengan sarana usaha yang lengkap, aksesibilitasnya mudah, serta 
masyarakat yang dinamis sehingga calon investor berlomba-lomba 
menanamkan modalnya di Kota Tegal. Ada banyak usaha yang 
berkembang di Kota Tegal. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi, UKM 
dan Perdagangan usaha-usaha yang terdaftar antara lain: usaha di bidang 
makanan dan minuman yang jumlahnya 911, usaha di bidang fashion dan 
accesoris sejumlah 69, usaha di bidang batik, tenun dan bordir sejumlah 
153, usaha di bidang herbal dan aroma terapi ada 5, usaha di bidang coklat 
dan kopi ada 1, usaha di bidang handycraft dan music ada 55, usaha di 
bidang sparepart dan accesoris dari bahan logam ada 607, dan usaha di 
bidang furniture dan home dekor ada 123 usaha. 
Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Tegal 
mengelompokkan usaha dari berbagai sektor menjadi kategori UKM 
Produk Unggulan. Dikategorikan menjadi UKM Produk Unggulan apabila 
usaha tersebut sudah memiliki legalitas tempat usaha, mempunyai produk 
khas kota Tegal, berpotensi untuk dikembangkan dan sudah sering dibina 
melalui pelatihan dan pemasaran. Ada beberapa usaha dari berbagai sektor 
yang termasuk kategori UKM Produk Unggulan yang terangkum dalam 
tabel dibawah ini. 
Tabel 4.1  
Daftar UKM Produk Unggulan 
 









JL. BAWAL RT 4/3 TEGAL SARI 




KERAJINAN JL.  JALAK TIMUR NO. 9 
5 HERLINA KERAJINAN JL.  JALAK TIMUR NO. 9 
6 ELLOK KERAJINAN JL.  JALAK TIMUR NO. 9 
7 SANTI WIDOWATI 
PARCEL DAN 
KERAJINAN 
JL.  JALAK TIMUR NO. 9 
10 YULIA KERAJINAN JL.  JALAK TIMUR NO. 9 








BATIK TULIS KALWET RT 03/1 
14 SRI REJEKI BATIK TULIS KEL. BANDUNG RT 6/02 
15 SUHARTI  BATIK TULIS KEL. BANDUNG RT 6/II 
16 SURILAH BATIK TULIS KEL.BANDUNG RT 03/03 
17 NINING SUPARTIN BATIK TULIS JL.  ABABIL Gg. KUKUK 
18 WATIBATUN BATIK TULIS DEBONG TENGAH 
19 SUGIARTI BATIK TULIS KETUREN 
20 SUMARNO SHUTLECOCK DEBONG KULON RT 2/01 
21 TARLAN SHUTLECOCK DEBONG LOR 
22 FAHMI AL-KATIRI ATBM PEKAUMAN TENGAH 
23 JAMAL SARUNG TENUN JL. GAJAHMADA NO 74 - 76  
24 SALIM SARUNG TENUN   
25 HUSEN AFIF SARUNG TENUN   
26 KASNARI SHUTLECOCK DEBONG KULON RT 04/II 
27 HJ. DAROAH KONVEKSI / BORDIR JL. KUDUS, DEBONG TENGAH 








HANDY CRAFT Jl. Nanas Gg 23 No 12 Kraton 
 
2. Tugas-tugas Dinas Koperasi, UKM Dan Perdagangan  
Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan mempunyai tugas 
membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi 





dan menengah, dan bidang perdagangan. Dalam melaksanakan tugasnya 
Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi sebagai 
berikut :  
a. Perumusan kebijakan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, 
dan bidang perdagangan. 
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, 
dan bidang perdagangan. 
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi, usaha kecil 
dan menengah, dan bidang perdagangan. 
d. Pelaksanaan kesekretariatan Dinas Kodan Perdagangan mempperasi, 
Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan.  
e. Pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas. 
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 
3. Bidang-bidang Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan 
a. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 
Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas 
merumuskan rencana serta pelaporan di bidang Pemberdayaan 
Koperasi dan Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah. Tugasnya 
meliputi penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi, 
penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan uit simpan pinjam 





pemberdayaan koperasi, pemberdayaan usaha mikro, kecil dan 
menengah, serta pengembangan usaha mikro. 
Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai 
fungsi sebagai berikut: 
1) Fasilitas penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi 
2) Persetujuan penerbitan perizinan pembukaan kantor cabang, 
cabang pembantu, kantor kas koperasi simpan pinjam dan unit 
simpan pinjam. 
3) Pelaksanaan, pemeriksaan, pembinaan dan pengawasan koperasi. 
4) Peaksanaan, pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan 
pinjam atau unit simpan pinjam koperasi. 
5) Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan 
pinjam koperasi. 
6) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi 
pengurus koperasi. 
7) Pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan koperasi. 
8) Pelaksanaan kebijakan, pengesahan, pembentukan, peleburan, 
penggabungan serta pembubaran koperasi. 
9) Fasilitas pengesahan dan pengumuman akta pendirian koperasi. 
10) Fasilitas pelaksanaan dan pengesahan perubahan anggaran dasar 
koperasi dan pelaksanaan pembubaran koperasi. 






12) Fasilitas akses pembiayaan bagi koperasi. 
13) Pelaksanaan pemberdayaan pelaku usaha kecil dalam 
menubuhkan iklim usaha bagi usaha kecil. 
14) Pelaksanaan peningkatan skala usaha. 
15) Pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah. 
16) Fasilitas akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil dan 
menengah. 
17) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai tugas dan fungsinya. 
b. Bidang Perdagangan 
Bidang perdagangan mempunyai tugas perumusan rencana dan 
pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta 
pelaporan di bidang perdagangan, prmosi, dan pengawasan, meliputi: 
perizinan dan pendaftaran perusahaan, stabilitas harga barang 
kebutuhan pokok dan barang penting, pengembangan ekspor, 
pelaksanaan dan metrologi legal, serta standarisasi perlindungan 
konsumen. 
Bidang perdagangan mempunyai fungsi sebagai berikut: 
1) Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan 
izin usaha toko swalayan. 






3) Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba untuk penerima 
waralaba luar negeri. 
4) Pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan 
pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan 
berbahaya. 
5) Penerbitan rekomendasi izin usaha perdagangan 
6) Penerbitan rekomendasi tanda daftar perusahaan 
7) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin atau pendaftaran 
jasa bisnis dan jasa distribusi. 
8) Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta 
pemberian izin perdagangan barang kategori dalam pengawasan 
skala daerah (surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol 
golongan B dan C untuk pengecer, penjualan langsung, untuk 
diminum di tempat, untuk minuman beralkohol mengandung 
rempah sampai dengan 15%, rekomendasi Surat Izin Usaha 
Prdagangan bahan berbahaya, rekomendasi pengakuan pedagang 
kayu antar pulau). 
9) Pelaksanaan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan 
pokok masyarakat. 
10) Pembinaan, sosialisasi, koordinasi penanganan sengketa dan 
evaluasi penyelenggaraan perlindungan konsumen. 






12) Penyelenggaraan sistem informasi perdagangan. 
13) Koordinasi dan fasilitas kelancaran distribusi dan ketersediaan 
barang kebutuhan pokok dan barang penting. 
14) Pengawasan, pengendalian, pendistribusian, dan tata niaga bahan 
bakar minyak dari agen dan pangkalan ampai konsumen akhir 
15) Pemantauan dan inventarisasi penyediaan, penyaluran, dan 
kualitas bahan bakar minyak serta melakukan analisa dan 
evaluasi terhadap kebutuhan atau bahan bakar minyak. 
16) Pemberian rekomendasi lokasi tempat penyimpanan migas. 
17) Pemberian izin lokasi pendirian stasiun pengisian bahan bakar 
untuk umum. 
18)  Pelaksanaan dan pengawasan metrologi legal. 
19) Fasilitas pelaksanaan kebijakan bidang ekspor dan impor. 
20) Penyelenggaraan promosi dengan melalui pemeran dagang dan 
misi dagang bagi produk ekspor unggulan. 
21) Penyelenggaraan kampanye penggunaan produksi dalam negeri 
dan prncitraan produk ekspor. 
22) Penerbitan surat keterangan asal. 
23) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai tugas dan fungsiya 
c. Bidang Pasar 
Bidang pasar mempunyai tugas perumusan rencana dan 





pelaporan di bidang pegelolaan pasar, pengembangan dan 
pemeliharaan pasar meliputi: pengelolaan dan pendapata pasar, 
pembangunan, pengembangan, perbaikan dan pemeliharaan sarana 
dan prasarana pasar, serta pengawasan kebersihan, ketertiban dan 
penataan pasar. 
Bidang pasar mempunyai fungsi sebagai berikut: 
1) Perencanaan target pendapatan retribusi pasar. 
2) Pemantauan pungutan retribusi pasar. 
3) Perhitunagn dan realisasi  pendapatan retribusi pasar. 
4) Pelaksanaan intensifikasi pungutan di lingkungan pasar. 
5) Pembinaan terhadap pengelola pasar. 
6) Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pasar. 
7) Perbaikan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar. 
8) Pengawasan kebersihan, ketertiban dan penataan pasar. 
9) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai tugas dan fungsi.  
 
 
4. Struktur Organisasi 
Struktur Organisasi yang ada di Dinas Koperasi, UKM dan 


































C. Hasil Penelitian  
Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Tegal yaitu dengan mengambil 
data pertumbuhan jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar dan penerimaan 
pajak UMKM dari bulan Januari-Desember 2018. Data pertumbuhan jumlah  




































berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Data menurut Peraturan Pemerintah 
Nomor 46 Tahun 2013 diambil dari bulan Januari 2018 – Juni 2018. Data 
berdasarkan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 diambil 
dari bulan Juli 2018 – Desember 2018. 
1. Uji  Statistik Deskriptif 
Statistik deskriptif merupakan analisis yang menjelaskan tentang 
deskriptif dari suatu data berdasarkan nilai rata-rata (mean), standar 
deviasi serta nilai maksimum dan minimumnya (Ghozali, 2016:19). 
Berdasarkan data yang diolah menggunakan SPSS 23, statistik deskriptif 
dari data penerimaan pajak menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 
Tahun 2013 (sebelum) dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 
seperti tabel 4.2 berikut : 
Tabel 4.2 
Statistik Deskriptif  
 
Descriptive Statistics 




6 1259952475 2553349654 1635193918 468748205,7 
Sesudah 
6 1283185016 2240964025 1718667996 398192725,1 
Valid N (listwise) 
6         
Sumber : Data sekunder diolah, 2019 
Berdasarkan tabel 4.2 hasil perhitungan statistik deskriptif 
menunjukkan bahwa nilai rata-rata penerimaan pajak sebelum (Peraturan 
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013) adalah sebesar 1635193918 dengan 
nilai maksimum 2553349654 dan nilai minimum sebesar 1259952475. 





(Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018) adalah sebesar 1718667996 
dengan nilai maksimum sebesar 2240964025 dan nilai minimum 
1283185016 serta standar devisasi 398192725,1.  Nilai standar deviasi 
yang lebih besar dari nilai rata-rata pada data sebelum dan sesudah 
menandakan bahwa perbedaan data bervariasi. 
2. Uji Hipotesis  
Tabel 4.3 
Paired Samples Test 




















-83474078,2 488839218,5 199567775,3 -596479376 429531219,9 -0,418 5 0,693 
Sumber: Data sekunder diolah, 2019 
Tabel 4.3 adalah hasil dari uji Paired Sample Test. Pengujian Paired 
Sample Test digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan 
rata-rata sebelum dan sesudah. Berdasarkan tabel diatas menunjukkan 
hasil probabilitas sebesar 0,693. Angka 0,693 lebih besar dari tingkat 
signifikan 0,05 artinya H1 ditolak. Artinya tidak ada perbedaan rata-rata 
penerimaan pajak yang signifikan ketika menggunakan Peraturan 
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (sebelum) dengan Peraturan 





3. Pertumbuhan Wajib Pajak Berdasarkan Penerapan Peraturan Pemerintah 
Nomor 46 Tahun 2013 dan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 
Tahun 2018 
Tabel 4.4 
Total Wajib Pajak Berdasarkan Penerapan Peraturan Pemerintah 
Nomor 46 Tahun 2013 







2017 Desember 12.022 1.349 - 
2018 Januari 13.371 1.352 0,22% 
  Februari 14.723 1.463 8,21% 
  Maret 16.186 2.589 76,97% 
  April 18.775 1.033 -60,10% 
  Mei 19.808 874 -15,39% 
  Juni  20.682 618 -29,29% 
Rata-rata -3,23% 
Sumber : KPP Pratama Tegal, 2019 
Tabel 4.4 menunjukkan wajib pajak tertinggi yang mendaftar 
berdasarkan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 
terjadi pada bulan Maret 2018 yaitu sebanyak 2.589 wajib pajak. 
Sedangkan wajib pajak terendah yang mendaftar terjadi di bulan Juni yaitu 
hanya sebesar 618 wajib pajak. Persentase Pertumbuhan wajib pajak 
tertinggi terjadi pada bulan Februari ke Maret sebesar 76,97% atau 
sejumlah 1.126 wajib pajak. Sedangkan persentase penurunan wajib pajak 
terjadi pada bulan Maret ke April yaitu mencapai -60,10% atau 1.556 
wajib pajak. Rata-rata pertumbuhan wajib pajak berdasarkan Penerapan 






Total Wajib Pajak Berdasarkan Penerapan Peraturan Pemerintah 
Nomor 23 Tahun 2018 







2018 Juli 21.300 885 43,20% 
  Agustus 22.185 1.063 20,11% 
  September 23.248 1.485 39,70% 
  Oktober 24.733 1.139 -23,30% 
  November 25.872 1.203 5,62% 
  Desember 27.075 1.507 25,27% 
  Rata-rata 18,43% 
Sumber : KPP Pratama Tegal, 2019 
Tabel 4.5 menunjukkan Wajib Pajak tertinggi yang mendaftar 
berdasarkan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 
terjadi pada bulan Desember 2018 yaitu sebanyak 1.507 wajib pajak. 
Sedangkan wajib pajak terendah yang mendaftar terjadi pada bulan Juli 
2018 yaitu hanya sebanyak 885 wajib pajak. Persentase pertumbuhan 
wajib pajak tertinggi terjadi pada bulan Juni ke Juli yaitu ada sekitar 
43,20% atau 267 wajib pajak. Sedangkan persentase penurunan terjadi 
pada bulan September ke Oktober yaitu -23,30% atau 346 wajib pajak. 
Rata-rata pertumbuhan wajib pajak berdasarkan Penerapan Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yaitu 18,43%. 
 
Tabel 4.6 
Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM yang Terdaftar Berdasarkan 














Juni  618 
       Sumber : KPP Pratama Tegal, 2019 
Dari tabel 4.6 menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah wajib pajak 
UMKM yang mendaftar berdasarkan penerapan Praturan Pemerintah 
Nomor 46 Tahun 2013 mengalami fluktuatif. Bulan Januari sampai bulan 
Maret jumlah wajib pajak UMKM yang mendaftar mengalami kenaikan 
yaitu dari 1.352 wajib pajak menjadi 2.589. Pada bulan Maret ini 
merupakan puncak kenaikan wajib pajak UMKM yang mendaftar. Hal ini 
disebabkan pada bulan Maret banyak nasabah yang mengambil kredit di 
Bank sehingga banyak yang mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Pada 
bulan selanjutnya yaitu bulan April sampai bulan Juni jumlah wajib pajak 
UMKM yang mendaftar mengalami penurunan, sehingga pada bulan Juni 
wajib pajak yang mendaftar hanya 618 wajib pajak. Pada bulan Mei dan 
Juni wajib pajak yang mendaftar sedikit ini dipengaruhi karena pada 
bulan-bulan ini terjadi panen raya dan mendekati Hari Raya sehingga 
masyarakat memiliki banyak uang dan tidak mengambil kredit di Bank. 
 
Tabel 4.7 
Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM yang Terdaftar 
















    Sumber : KPP Pratama Tegal, 2019 
Dari tabel 4.7 menunjukkan bahwa pertumbuhan wajib pajak 
UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Tegal berdasarkan penerapan 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 mengalami fluktuatif. Dari 
bulan Juli hingga bulan September mengalami kenaikan, bulan September 
ada 1.485 orang menjadi wajib pajak yang baru karena pada bulan ini 
banyak masyarakat yang meminjam uang di Bank untuk mengolah agar 
usahanya lancar. Sedangkan pada bulan Oktober mengalami penurunan 
dari angka 1.485 wajib pajak yang mendaftar menjadi 1.139 wajib pajak. 
Hal ini disebabkan pada bulan Oktober terjadi panen raya sehingga 
masyarakat memiliki uang yang banyak dan memutuskan untuk tidak 
meminjam di Bank. Pada bulan November wajib pajak yang mendaftar 
naik 64 wajib pajak sehingga menjadi sebanyak 1.203. jumlah wajib pajak 
UMKM yang mendaftar tertinggi pada bulan Desember yaitu sebanyak 
1.507 wajib pajak hal ini juga dipengaruhi karena pada bulan November 
mendapat data UMKM yang terdaftar di Dinas-dinas sehingga pada bulan 







Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM yang Mendaftar 
 
Dari Grafik 4.1 terlihat pertumbuhan jumlah wajib pajak UMKM 
keduanya mengalami fluktuatif.  Garis biru yang merupakan data dari 
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 pada bulan ketiga wajib pajak 
UMKM yang mendaftar naik secara signifikan menjadi 2.589 wajib pajak. 
Kenakan di bulan Maret ini disebabkan bulan Maret adalah bulan untuk 
menyaimpaikan SPT Tahunan. Pada bulan keempat wajib pajak UMKM 
yang mendaftar mengalami penurunan tajam menjadi 1.033 wajib pajak 
yang diikuti penurunan di bulan selanjutnya hingga bulan keenam wajib 
pajak UMKM yang mendaftar  hanya 618 wajib pajak. Garis merah 
menggambarkan data jumlah wajib pajak UMKM yang mendaftar menurut 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Garis merah mununjukkan 
fluktuatif akan tetapi kenaikan atau penurunannya tidak tajam. Hal ini 

















mendaftar mengalami kenaikan. Bulan ketiga wajib pajak UMKM yang 
mendaftar sebanyak 1.485 wajib pajak. Bulan keempat wajib pajak UMKM 
yang mendaftar turun menjadi 1.139 wajib pajak. Bulan kelima dan keenam 
wajib pajak UMKM yang mendaftar sedikit demi sedikit mengalami 
peningkatan hingga dibulan keenam wajib pajak UMKM yang mendaftar 
sebanyak 1.507 wajib pajak. Sehingga terlihat dengan jelas perpotongan 
dari kedua garis tersebut terjadi pada bulan keempat dimana garis biru lebih 
rendah dibandingkan garis merah dan penurunan diikuti bulan berikutnya. 
Garis merah menunjukkan sebaliknya, pada titik perpotongan sedikit lebih 
tinggi dibandingkan garis merah dan bulan berikutnya mengalami 
kenaikan. 
Tabel 4.8 
Jumlah UMKM di KPP Pratama Tegal dan Dinas Koperasi UKM 
dan Perdagangan  
 
Tempat  Jumlah  Total 






Dinas UMKM Kabupaten Tegal 172.761 
Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan  
Brebes 
103.333 
KPP Pratama Tegal 27.075 27.075 
        Sumber:KPP Pratama Tegal dan Dinas terkait  
 
Dari Tabel 4.8 menunjukkan angka yang sangat berbeda jauh. 
Pelaku UMKM yang tedaftar sebagai wajib pajak di KPP Pratama Tegal 
hanya 27.075 orang, sedangkan ini sudah mencakup tiga wilayah yaitu 
Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Brebes. Jumlah pelaku UMKM di tiga 





yang belum menjadi wajib pajak dan belum memberikan kontribusi 
pendapatannya kepada negara. Dari data ini menunjukkan bahwa 
kesadaran masyarakat khususnya pelaku usaha UMKM untuk membayar 
pajak masih rendah. Seksi Ekstenstifikasi KPP Pratama Tegal diharapkan 
agar lebih cermat dalam menyikapi hal ini dan menjadikan pelaku UKM 
yang belum terdaftar menjadi wajib pajak ini sebagai wajib pajak baru 
untuk meningkatkan penerimaan pajak dari sektor UMKM. 
4. Penerimaan Pajak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 
2013 dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 
Tabel 4.9 
Penerimaan Pajak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 
Tahun 2013 
 






Juni  1.259.952.475 
Rata-rata 1.635.193.918 
Sumber : KPP Pratama Tegal, 2019 
Data dari tabel 4.9 menunjukkan penerimaan pajak ketika 
menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tidak selalu 
tetap. Data diatas memperlihatkan bahwa penerimaan pajak selama bulan 
Januari sampai Juni mengalami fluktuatif. Penerimaan pajak tertinggi 
diraih pada bulan Maret yaitu sebesar Rp 2.553.349.645. Hal ini 
disebabkan pada bulan ini terjadi peningkatan wajib pajak yang mendaftar 





membayar pajak. Penerimaan terendah terjadi pada bulan Juni yaitu 
sebesar Rp 1.259.952.475. Pada bulan Juni wajib pajak yang mendaftar 
juga sedikit sehingga ini mempengaruhi penerimaan pajak pada bulan ini. 
Penerimaan pajak dari bulan Januari sampai Juni memiliki rata-rata 
sebanyak Rp 1.635.193.918. 
Tabel 4.10 
Penerimaan Pajak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 
Tahun 2018 
 







Rata-rata  1.718.667.996 
Sumber : KPP Pratama Tegal, 2019 
Data pada tabel 4.10 menunjukkan bahwa penerimaan pajak ketika 
menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 mengalami 
fluktuatif. Penerimaan pajak dari bulan Juli sampai Desember yang 
tertinggi terjadi pada bulan Desember yaitu sebanyak Rp 2.240.964.025. 
Bulan Desember merupakan bulan penurupan buku tahunan sehingga pada 
bulan ini banyak wajib pajak yang patuh membayar pajak. penerimaan 
terendah terjadi pada bulan Agustus yaitu sebanyak 1.283.185.016.  
Penerimaan pajak dari bulan Juli sampai Desember 2018 memiliki rata-









Dari Grafik 4.2 menunjukkan penerimaan pajak pada kedua garis 
menggambarkan keadaan yang fluktuatif. Dari kedua garis tersebut, garis 
biru menunjukkan pada bulan pertama sampai bulan ketiga mengalami 
peningkatan akan tetapi bulan keempat sampai bulan keenam mengalami 
penurunan. Peningkatan yang tajam terjadi pada bulan ketiga yang 
merupakan penerimaan pajak tertinggi yaitu sebesar 2.553.394.654. 
penerimaan pajak yang terendah terjadi pada bulan keenam yaitu hanya 
1.259.952.475. Berbeda dengan garis biru, garis merah terlihat tidak begitu 
mengalami penurunan yang tajam. Terlihat dari titik kedua dan keempat 
yang mengalami sedikit penurunan, tetapi bulan berikutnya mengalami 
kenaikan penerimaan pajak. Penerimaan pajak tertinggi pada garis merah 
terjadi pada bulan keenam yaitu sebesar 2.240.964.025. dari gfarik diatas, 
perpotongan anatara dua garis terlihat pada bulan keempat dimana garis biru 















sedangkan garis merah menunjukkan hal yang sebaliknya pada bulan 




1. Hasil Analisis Uji Paired Samples T-Test 
Berdasarkan data dan hasil penelitian yang sudah dianalisis 
menggunakan Uji Paired Samples T-Test maka diperoleh bahwa nilai 
signifikan sebesar 0,693 pada tingkat signifikan 5%. Artinya 0,693 > 0,05 
sehingga hipotesis yang menyatakan terdapat perbedaan rata-rata 
penerimaan pajak ketika menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 
Tahun 2013 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ditolak. 
Hasil pengujian ini menyatakan bahwa tidak terjadi perbedaan rata-rata 
penerimaan pajak yang signifikan ketika menggunakan Peraturan 
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 
Tahun 2018. 
2. Perbedaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Seksi Ekstensifikasi dan 
Penyuluhan KPP Pratama Tegal terkait dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 46 Tahun 2013 :  
“Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang mengatur 
tentang  pajak untuk UMKM mengalami perubahan, lebih tepatnya 
disempurnakan lagi menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 





berlaku. Bukan karena Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 belum 
efektif tetapi untuk menyempurnakan agar lebih baik lagi dan memberikan 
kepastian pajak untuk wajib pajak UMKM” (Wawancara 29 Maret 2019). 
 
Mulai bulan Juli 2018 perhitungan pajak UMKM sudah 
berdasarkan tarif pajak 0.5% sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
23 Tahun 2018. Berikut ini hasil wawancara dengan Seksi Ekstensifikasi 
dan Penyuluhan KPP Pratama Tegal terkait dengan tujuan diterbitkannya 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018: 
“Untuk memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak UMKM 
dan Agar UMKM khususnya usaha kecil juga ikut memberikan kontribusi 
pendapatannya kepada negara” (Wawancara 29 Maret 2019). 
 
Dilihat dari segi keadilan dan dampak yang terjadi setelah 
penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, sesuai dengan 
hasil wawancara dengan Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan KPP 
Pratama Tegal: 
“Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 sudah adil karena 
wajib pajak diberikan tarif yang lebih rendah dari sebelumnya sehingga 
bisa mendapatkan tambahan modal untuk pengembangan bisnis. UMKM 
lebih diringankan karena dengan tarif 0,5% bayar pajak lebih kecil lagi” 
(Wawancara 29 Maret 2019). 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 memiliki bebarapa 
perbedaan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Berikut 
ini hasil wawancara dengan Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan KPP 
Pratama Tegal yang dirangkum dalam tabel dibawah ini: 
“Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 telah mengalami 
penyempurnaan. Hal ini bisa dilihat dari beberapa poin yang membedakan 
dari peraturan sebelumnya, antara lain: tarif pajak, sifat, jangka waktu, 
penyesuaian kriteria wajib pajak badan, penyesuaian pengeculian subjek 





pisah harta (PH) dan memilih terpisah (MT) dan cara penyetoran” 
Wawancara 29 Maret 2019) 
 
Berdasarkan hasil dari penelitian ini, Peraturan Pemerintah Nomor 
46 Tahun 2013 telah disempurnakan menjadi Peraturan Pemerintah 
Nomor 23 Tahun 2018. Ada tujuh poin yang berbeda dari peraturan 
sebelumnya, antara lain: 
a. Tarif pajak 
Tarif pajak menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 
2018 mengalami penurunan. Tarif pajak yang awalnya 1% menjadi 
0,5%. 
b. Jangka Waktu 
Setelah mengalami penyempurnaan, peraturan Pemerintah 
Nomor 23 Tahun 2018 memiliki batasan waktu. Dengan adanya 
batasan waktu memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak 
dalam menggunakan peraturan ini. Hal ini bertujuan agar tidak ada 
wajib pajak “abadi” dan menghindari wajib pajak nakal yang sengaja 
menurunkan omzet agar dikenai pajak berdasarkan peraturan ini. 
c. Sifat  
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 bersifat opsional, 
artinya wajib pajak boleh memilih akan dikenai pajak berdasarkan 
tarif ini atau Pasal 17. Boleh memilih dikenai berdasarkan Pasal 17 
dengan syarat telah mendapatkan ijin dari Keputusan Menteri 






d. Penyesuaian Kriteria Wajib Pajak Badan 
Untuk kriteria wajib pajak badan memiliki batasan waktu yang 
berbeda dalam menggunakan peraturan ini. Untuk wajib pajak badan 
seperti Perseroan Tebatas memiliki jangka waktu 3 tahun. Sedangkan 
wajib pajak badan berupa Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV) 
dan Firma memiliki jangka waktu 4 tahun. 
e. Penyesuaian Pengecualian Subjek yang dikenai PP 
Penyesuaian Pengecualian Subjek yang dikenai Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, antara lain: 
1) Wajib Pajak yang memilih dikenai berdasarkan Pasal 17 ayat (1) 
huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak 
Penghasilan. 
2) Persekutuan Komanditer (CV) dan Firma yang dibentuk oleh 
beberapa WP orang pribadi yang memiliki keahlian khusus dan 
menyerahkan jasa sejenis dengan pekerjaan bebas. 
3) Wajib Pajak Badan yang mendapat fasilitas PPh Pasal 31A UU 
Pajak Penghasilan atau Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 
2010. 
4) Badan Usaha Tetap. 
f. Penegasan Omzet untuk Wajib Pajak Orang Pribadi status Pisah Harta 
(PH) dan Memilih Terpisah (MT) 
Penentuan pengenaan pajak didasarkan dari besarnya peredaran 





g. Cara penyetoran 
Ada dua tata cara penyetoran pajak berdasarkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, yaitu: 
1) Setor Sendiri dengan menggunakan Kode Billing, penyetoran 
PPh Final menurut PP No. 23 Tahun 2018 terutang setiap bulan. 
2) Dipotong / Dipungut jika WP bertransaksi dengan pemotong atau 
pemungut. Penyetoran dilakukan oleh pemotong atau pemungut, 
dan WP harus mengajukan permohonan ke KPP guna diterbitkan 
Surat Keterangan bahwa WP bersangkutan dikenai PPh 
berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018. 
3. Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak  
Berdasarkan data wajib pajak yang diperoleh, maka didapat data 
periode bulanan selama Januari sampai Desember 2018 untuk mengetahui 
tingkat pertumbuhan wajib pajak pada tahun 2018 di KPP Pratama Tegal. 
Tabel 4.11 














Januari 2018 13.371 - 1.352 - 
Februari 14.723 10,11 1.463 8,21 
Maret 16.186 9,94 2.589 76,97 
April 18.775 16,00 1.033 -60,10 
Mei 19.808 5,50 874 -15,39 
Juni  20.682 4,41 618 -29,29 
Juli 21.300 2,99 885 43,20 
Agustus 22.185 4,15 1.063 20,11 
September 23.248 4,79 1.485 39,70 





November 25.872 4,61 1.203 5,62 
Desember 27.075 4,65 1.507 25,27 
Sumber  KPP Pratama Tegal, 2019 
Dari Tabel 4.11 diatas menunjukkan total wajib pajak di KPP 
Pratama Tegal pada tahun 2018 mengalami pertumbuhan sebesar 102,49% 
atau 13.704 wajib pajak, yaitu dari bulan Januari 2018 berjumlah 13.371 
wajib pajak meningkat menjadi 27.075 pada Desembaer 2018. 
Berdasarkan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 
pertumbuhan tertinggi wajib pajak yang mendaftar terjadi pada bulan 
Maret yaitu 76,97% atau mengalami kenaikan sebanyak 1.126 wajib pajak 
. Penurunan pertumbuhan wajib pajak terjadi pada bulan April yaitu 
sebesar -60,10% atau wajib pajak yang mendaftar turun sebanyak 1.556 
wajib pajak. Setelah diterapkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 
2018 pertumbuhan tertinggi wajib pajak terjadi pada bulan Juli yaitu 
sebesar 29,29% artinya bertambah 267 wajib pajak dari bulan sebelumnya. 
Penurunan pertumbuhan wajib pajak terjadi pada bulan Oktober yaitu 
sebesar -23,30% atau jumlah wajib pajak yang mendaftar turun sebanyak 
346 wajib pajak. 
4. Penerimaan Pajak  
Berdasarkan data penerimaan pajak  periode bulanan dari bulan  
Januari sampai Desember 2018 untuk mengetahui tingkat pertumbuhan 














Januari 1.591.659.104 - 
Februari 1.592.779.597 0,07% 
Maret 2.553.349.654 37,62% 
April 1.464.614.151 -74,34% 
Mei 1.348.808.524 -8,59% 
Juni  1.259.952.475 -7,05% 
Juli 1.522.507.972 17,24% 
Agustus 1.283.185.016 -18,65% 
September 2.192.933.047 41,49% 
Oktober 1.522.793.135 -44,01% 
November 1.549.624.779 1,73% 
Desember 2.240.964.025 30,85% 
Sumber  KPP Pratama Tegal, 2019 
Dari Tabel 4.12 menunjukkan tingkat pertumbuhan penerimaan 
pajak UMKM di KPP Pratama Tegal. Berdasarkan penerapan Peraturan 
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yaitu dari bulan Januari sampai Juni 
2018 terlihat persentase penerimaan pajak tertinggi terjadi pada bulan 
Maret  sebesar 37,62% atau naik sebanyak  960.570.057. Persentase 
penerimaan pajak terendah terjadi pada bulan April yaitu sebesar              -
74,24% atau turun sebanyak 1.464.614.151. Setelah penerapan Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yaitu data penerimaan pajak dari bulan 
Juli sampai Desember 2018 terlihat bahwa persentase penerimaan tertinggi 
terjadi pada bulan September yaitu sebesar 41,49% atau naik sebanyak 
846.748.031. Persentase penurunan penerimaan pajak terjadi pada bulan 





Dari Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 memperoleh rata-rata yang 
berbeda seperti pada Tabel 4.9 dan Tabel 4.10 Rata-rata berdasarkan 
Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 sebesar Rp 
1.635.193.918. Rata-rata berdasarkan Penerapan Peraturan Pemerintah 
Nomor 23 Tahun 2018 sebesar Rp 1.718.667.996. Dari rata-rata yang 
diperoleh terlihat rata-rata penerimaan pajak yang tertinggi diraih saat 
menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Ada beberapa 
faktor yang menyebabkan rata-rata penerimaan pajak saat menggunakan 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 lebih tinggi dibandingkan 
saat menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, 
meskipun pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tarif pajaknya 
turun menjadi 0,5%. Faktor-faktor tersebut antara lain:  
a. Wajib pajak yang terdaftar dan membayar pajak lebih banyak. 
b. Penurunan tarif yang disambut baik oleh wajib pajak UMKM 
sehingga tidak keberatan untuk membayar pajak. 
c. Hasil kerjasama dengan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan yang 
telah memberikan motivasi, sosialisasi, dan pelatihan kepada UKM 
agar lebih semangat memproduksi dan memproleh omzet yang tinggi. 
d. Hasil kerjasama dengan instansi Perbankan yang mewajibkan nasabah 







KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka 
dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Penerimaan pajak di KPP Pratama Tegal tidak terjadi perbedaan yang 
signifikan ketika menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 
2013 dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. 
2. Rata-rata pertumbuhan wajib pajak ketika menggunakan Peraturan 
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
23 Tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 21,66%. Hal ini 
menunjukkan bahwa upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan 
penerimaan pajak dari sektor UMKM sesuai dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 23 Tahun 2018 dinilai cukup baik. 
3. Rata-rata penerimaan pajak menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 
23 Tahun 2018 lebih tinggi sebesar Rp 83.474.078 dibandingkan dengan 
rata-rata yang diperoleh ketika menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 











Dari hasil penelitian yang sudah dilaksanakan peneliti memberikan saran 
untuk pihak-pihak yang berkepentigan, antara lain: 
1. KPP Pratama Tegal diharapkan bekerja sama dengan instansi seperti Dinas 
Koperasi, UKM dan Perdagangan, Perbankan dan BPR. Bekerja sama 
dengan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan akan memberikan 
informasi tentang jumlah UMKM dan perkembangan jumlah UMKM 
yang tercatat di Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan yang akan 
menjadi wajib pajak. Sedangkan bekerja sama dengan Perbankan dan 
BPR,  institusi ini akan mewajibkan nasabah apabila mengambil kredit 
harus memiliki NPWP sehingga nasabah tersebut mendaftarkan diri 
sebagai wajib pajak. 
2. KPP Pratama Tegal terus melakukan sosialisasi terkait Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan lebih cermat dalam melihat kondisi 
usaha mana yang berpotensi menjadi wajib pajak baru.  
3. Untuk Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan agar memberikan 
motivasi, sosialisasi, dan pelatihan kepada pelaku usaha UMKM agar lebih 
semangat untuk memperoleh omzet tinggi sehingga penerimaan pajak di 
KPP Pratama Tegal juga akan bertambah. 
4. Diharapkan kepada penelitian selanjutnya agar melakukan penelitian 
tentang Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 untuk menambah 
jangka waktu penelitian, data yang diteliti lebih panjang agar mendapatkan 
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No. Pertanyaan  Jawaban 
1. PP No. 46 Tahun 2013 kini dihapus. 
Apakah menurut saudara karena belum 
efektif? 
Tidak dihapus karena 
peraturan pajak untuk 
UMKM sampai saat ini juga 
masih ada. Jadi lebih tepatnya 
disempurnakan lagi menjadi 
PP No. 23 Tahun 2018 
sehingga PP No 46 Tahun 
2013 kini sudah tidak berlaku. 
Bukan karena PP No. 46 
Tahun 2013 belum efektif 
tetapi untuk 
menyempurnakan agar lebih 
baik lagi dan memberikan 
kepastian pajak untuk wajib 
pajak UMKM. 
2. Apa tujuan diterbikan PP No. 23 Tahun 
2018? 
1. Untuk memberikan 
kepastian hukum kepada 
wajib pajak UMKM 
2. Agar UMKM khususnya 




3. Bagaimana cara petugas pajak untuk 
mensosialisasikan peraturan baru ini? 
1. Pemasangan spanduk di 
tempat umum. 
2. Melalui brosur dan pamflet. 
3. Mengadakan aksi simpatik. 
4. Mengadakan sosialisasi dan 
penyuluhan. 
5. Melalui sosial media, radio, 
dan televisi. 
4. PP No. 23 Tahun 2018 bersifat opsional, 
artinya wajib pajak boleh memilih untuk 
meggunakan PP No. 23 Tahun 2018 atau 
Pasal 17 dengan tarif progresif. Wajib 
pajak UMKM di Tegal lebih banyak 
menggunkan aturan yang mana? 
UMKM lebih banyak 
menggunakan PP No. 23 
Tahun 2018 karena tarifnya 
lebih rendah yakni 0,5% 
artinya bayar pajak lebih 
sedikit. Jika wajib pajak 
memilih menggunakan Pasal 
17 wajib pajak harus 





harus mendapat Keputusan 
Menteri Keuangan. 
5. Jika wajib pajak memilih menggunakan 
Pasal 17, apakah tahun berikutnya 
diperbolehkan untuk menggunakan 
aturan PP No. 23 Tahun 2018? 
Wajib pajak yang sudah 
memilih untuk dikenai 
berdasarkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 
2018, tahun berikutnya tidak 
boleh ganti untuk dikenai 
berdasarkan Pasal 17, begitu 
juga sebaliknya. 
6. Dari data yang sudah masuk, apakah PP 
No. 23 Tahun 2018 menunjukkan 
peningkatan penerimaan? 
Sejak diterapkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 
2018, data penerimaan pajak 
mengalami fluktuatif, akan 
tetapi cenderung lebih tinggi 
dibandingkan sebelum 
menggunakan peraturan ini. 
7. Apakah menurut saudara PP No. 23 
Tahun 2018 efektif digunakan pada saat 
ini? 
 
8. Apakah PP No. 23 Tahun 2018 sudah 
mencerminkan keadilan bagi wajib 
pajak? 
Sudah adil karena wajib pajak 
diberikan tarif yang lebih 
rendah dari sebelumnya 
sehingga bisa mendapatkan 
tambahan modal untuk 
pengembangan bisnis. 
9 Apa dampak yang terjadi dengan 
diterbitkannya PP No. 23 Tahun 2018 
terhadap UMKM yang ada di Tegal? 
UMKM lebih diringankan 
karena dengan tarif 0,5% 
bayar pajak lebih kecil lagi. 
10. Tarif pajak turun menjadi 0,5%, apakah 
Peraturan baru ini meningkatkan 
kepatuhan wajib pajak untuk membayar 
pajak? 
Wajib pajak masih susah 
untuk membayar pajak secara 
sukarela meskipun tarif pajak 
sudah lebih rendah. Untuk 
meningkatkan wajib pajak 
DJP melakukan kerjasama 
dengan instansi lain seperti 
perbankan agar mensyaratkan 
customer yang mengambil 
kredit harus memiliki NPWP. 
Untuk UMKM dapat dilihat 
dari laporan wajib pajak 
UMKM yang melaporkan 
sehingga akan terlihat usaha-






11. Apakah dikenakan sanksi jika wajib 
pajak telat menyetorkan pajak 0,5%? 
Wajib pajak dikenakan sanksi 
2% per bulan dari pajak yang 
terutang. 
12. PP No. 23 Tahun 2018 ini memiliki 
batasan waktu yang berbeda bagi setiap 
wajib pajak. Apa tujuan adanya batasan 
waktu? 
Untuk menghapuskan adanya 
wajib pajak “abadi”. Ketika 
menggunakan PP No. 46 
Tahun 2013 karena tidak ada 
batasan waktu wajib pajak 
selamanya menggunakan 
peraturan ini sehingga akan 
memunculkan juga wajib 
pajak yang nakal sehingga 
akan menurunkan omzet agar 
tidak lebih dari 4,8 M 
sehingga bisa memanfaatkan 
tarif 1%. Setelah batasan 
waktu pada PP No. 23 Tahun 
2018 sudah habis wajib pajak 
diharuskan untuk melakukan 
pembukuan dan perhitungan 
pajaknya menggunakan Pasal 
17. 
13. Menurut saudara apa perbedaan PP 46 
Tahun 2013 dengan PP No. 23 Tahun 
2018? 
Ada 7 poin yang 
membedakan yaitu: 
1. Penurunan tarif 
2. Penambahan ketentuan 
jagka waktu 
3. Hak memilih dikenakan 
PPh Final atau tidak 
4. Penyesuaian kriteria wajib 
pajak badan 
5. Penyesuaian pengecualian 
subjak yang dikenai PP 
6. Penegasan omzet untuk 
WPOP status PH/MT 
7. Penambahan cara 
penyetoran 
14. Menurut saudara apa kelebihan dan 
kekurangan pada PP No. 46 Tahun 2013? 
Kelebihan : Tarif lebih rendah 
(Jika dibandingkan dengan 
UU No 36 Tahun 2008) 
Kekurangan : tidak ada 
batasan waktu 
15. Menurut saudara apa kelebihan dan 
kekurangan PP No. 23 Tahun 2018? 
Kelebihan : adanya batasan 
waktu 
Kekurangan : tarif turun 











2018 Januari 1.352 1.591.659.104 
  Februari 1.463 1.592.779.597 
  Maret 2.589 2.553.349.654 
  April 1.033 1.464.614.151 
  Mei 874 1.348.808.524 
  Juni  618 1.259.952.475 
  Juli 885 1.522.507.972 
  Agustus 1.063 1.283.185.016 
  September 1.485 2.192.933.047 
  Oktober 1.139 1.522.793.135 
  November 1.203 1.549.624.779 
  Desember 1.507 2.240.964.025 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
